Menimbang

Mengingat

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 190 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN KERTASARI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

0.

Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7040);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang  tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun
2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN KERTASARI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

11.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kabupaten Bandung.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang memimpin pelaksanaan unsur
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat
sebagai Perangkat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk
setiap program dan kegiatan sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
Perangkat Daerah.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut
Renstra adalah  dokumen  perencanaan
Kecamatan Kertasari untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja
adalah dokumen perencanaan Kecamatan
Kertasari untuk periode 1 (satu) tahunan.
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12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya

disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan
dan sub kegiatan pada Kecamatan Kertasari
serta pagu anggaran sementara yang
didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Kertasari adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kertasari
untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang
memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan
berpedoman pada rancangan Renstra Kecamatan
Kertasari Tahun 2025-2029.

(1)

(1)

Pasal 3

Renja Kecamatan Kertasari Tahun 2026

merupakan penjabaran dari rancangan

Renstra Kecamatan Kertasari Tahun 2025-

2029 yang akan digunakan Kecamatan

Kertasari untuk melaksanakan rencana kerja

Kecamatan Kertasari.

Renja Kecamatan Kertasari Tahun 2026

sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, serta
evaluasi hasil capaian pelaksanaan
rencana kerja Kecamatan Kertasari tahun
lalu dan capaian kinerja pelayanan
Kecamatan Kertasari;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan
sinergisitas antara Renja Kecamatan
Kertasari dengan dokumen RKPD dan
Renstra Kecamatan Kertasari;

c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan
program dan penganggaran dengan
memperhatikan kerangka regulasi dan
kerangka anggaran Kecamatan Kertasari
yang telah ditetapkan pagu dan
indikatifnya; dan

d. mewujudkan penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.

Pasal 4
Renja Kecamatan Kertasari digunakan sebagai
salah satu dasar penyusunan RKA.
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Renja Kecamatan Kertasari selanjutnya
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati Bandung yang mengatur
mengenai Renstra Kecamatan Kertasari Tahun
2025-2029.

BAB II

DOKUMEN RENJA KECAMATAN KERTASARI

Pasal 5

Isi dan wuraian dokumen Renja Kecamatan

Kertasari Tahun 2026 disusun dengan

sistematika:

a. bab I latar belakang dan dasar hukum;

b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan
Kertasari tahun lalu;

c. bab III tujuan dan sasaran;

d. bab IV rencana kerja dan pendanaan
perangkat daerah;

e. bab V penutup; dan

f.  lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Isi dan wuraian dokumen Renja Kecamatan

Kertasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA

KECAMATAN KERTASARI

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Kertasari
menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam
Renja Kecamatan Kertasari meliputi:

a.

semua ketetapan indikator kinerja dan pagu
indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab
Kecamatan Kertasari sesuai dengan tugas dan
fungsi Kecamatan Kertasari;

target kinerja dan pagu indikatif dapat
berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS
yang telah disepakati bersama DPRD;
perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimaksud pada huruf b,
dilengkapi dengan berita acara atau risalah
rapat antara Kecamatan Kertasari dengan
DPRD; dan



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

-6 -

perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilaksanakan pada saat penyusunan
perubahan Renja Kecamatan Kertasari.

Pasal 7

Kecamatan Kertasari membuat laporan
realisasi kinerja dan anggaran secara berkala
atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kertasari.
Laporan realisasi kinerja dan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja
Kecamatan Kertasari disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan Daerah.
Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan masukan dan pertimbangan untuk
penyusunan tahun berikutnya dan/atau
perubahan Renja Kecamatan Kertasari tahun
berjalan.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi

kendala atau permasalahan teknis maka
dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8
Camat Kecamatan Kertasari melakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja Kecamatan Kertasari dan
evaluasi hasil Renja Kecamatan Kertasari
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dilaporkan kepada Bupati
melalui Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan Daerah.
Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah melakukan verifikasi
atas hasil pengendalian dan evaluasi yang
dilakukan Kecamatan Kertasari terhadap
pelaksanaan dan hasil Renja Kecamatan
Kertasari.
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(3) Camat Kecamatan Kertasari menindaklanjuti
hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan
perbaikan Renja Kecamatan Kertasari.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan
Kertasari dilakukan pada saat penyusunan
RKA.

BAB V
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN KERTASARI

Pasal 9
(1) Renja Kecamatan Kertasari dapat diubah
apabila :
a. berdasarkan hasil pengendalian dan
evaluasi tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan atau penyesuaian
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah
mengacu pada perubahan RKPD.

b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana
hasil pengendalian dan evaluasi yang
dimaksud dalam pasal 8; dan

c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan
sasaran Kecamatan Kertasari beserta
target indikatornya, sebagaimana tertuang
didalam Renstra Kecamatan Kertasari
Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Kertasari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
perubahan yang terdiri dari :

a. pagu anggaran program,;

b. kegiatan dan sub kegiatan;

c. perubahan target indikator kinerja
program; dan

d. kegiatan dan sub kegiatan yang
didasarkan pada hasil pelaksanaan dan
evaluasi Renja Kecamatan Kertasari tahun
2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA
Diundangkan di Soreang

pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 190
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR....... TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
KERTASARI TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara
Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan
sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara
urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah
kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan
bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara
urusan pemerintahan umum, Camat secara  berjenjang
melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan.
Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang
sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi,
organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya
sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan
Pemerintah.

Perencanaan merupakan kunci dalam  keberhasilan
pembangunan yang memastikan target pembangunan beserta
tahapan-tahapan dalam mencapai target menjadi lebih terarah.
Perencanaan pembangunan memiliki peran utama dalam
mengarahkan pembangunan menuju target yang telah ditetapkan
secara efektif melalui pengalokasian sumber daya yang efisien.
Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat mengatur

dan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang
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terintegrasi dan bersinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi
pemerintahan, terhadap kemajuan pembangunan wilayah. Dalam
undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan di level
nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, baik untuk
perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan,
dilaksanakan dan diatur dalam satu koridor dengan kesatuan tata
cara perencanaan, sehingga sinkronisasi antar perencanaan
pembangunan dapat terwujud.

Sejalan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur perencanaan
pembangunan internal Kabupaten Bandung dalam satu Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Mengacu pada amanat
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pasal 11 ayat (3),
salah satu rencana pembangunan yang wajib disusun perangkat
daerah yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah jangka pendek satu tahun untuk
menjaga sinergitas pembangunan antar waktu dan antar fungsi
pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Untuk menjamin terwujudnya perencanaan pembangunan
daerah yang tidak hanya berorientasi pada tujuan (goals), tetapi juga
berorientasi kepada proses, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung
Tahun 2025 secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan
dengan menggunakan metode partisipatif, target pembangunan yang
ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bandung diharapkan dapat
mencerminkan aspirasi seluruh kalangan. Adapun melalui
pendekatan politis, penyusunan program pembangunan dilakukan
sejalan dalam mendukung visi, misi, dan program kepala daerah yang
dikonsultasikan dalam pembahasan dengan DPRD untuk
menghasilkan produk hukum yang mengikat bagi seluruh pemangku
kepentingan. Sementara melalui pendekatan top-down dan bottom-
up, rencana pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bandung

diselaraskan dalam mekanisme Musyawarah Perencanaan
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Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari lingkup
desa, kecamatan, hingga kabupaten, yang selanjutnya hasil
kesepakatannya menjadi daftar usulan pada Musrenbang provinsi
dan nasional. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan
pembangunan Kabupaten Bandung dilakukan dengan menggunakan
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk
memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih efisien. Melalui
sistem tersebut, pengajuan usulan desa dan kecamatan beserta
proses verifikasi dapat dilaksanakan dari jarak jauh dengan berbasis
internet. Selain dari pada itu penggunaan aplikasi ini menjadikan
perencanaan lebih transparan sebab memungkinkan pengawasan
untuk dilakukan pada keseluruhan tahapan proses, sehingga hasil
perencanaan dapat lebih akuntabel

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang — undang No 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan
bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan  sebagian
pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan
mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat
daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan
Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat
mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan
memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten,

Dalam rangka memberikan acuan terhadap terhadap
pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian
Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan
strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disamping itu, isu strategis dan
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potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana
Kerja tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) yang memuat
Program dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
uraian yang lebih terinci dari Rencana Strategis PD. Rencana Kerja
PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung sebagai salah satu PD
di Kabupaten Bandung, telah Menyusun Rencana Kerja satu tahun
ke depan (Tahun Anggaran 2026) yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-
2029, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala.

Rencana Kerja tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan
kegiatan untuk mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah dan
kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akomodatif
terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat,
transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
pembangunan. yang merupakan organisasi perangkat daerah, perlu
bersinergi dengan VISI dan MISI yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung. Hal ini dimaksudkan agar VISI dan
MISI Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan oleh seluruh

perangkat daerah, termasuk Kecamatan Kertasari.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Kecamatan Kertasari Tahun

2026 Adalah:

a.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7040);

Undang-Undang dan/atau Peraturan yang berkaitan dengan
SKPD yang bersangkutan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014

Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 115);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun
2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39).
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Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kertasari

Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Kertasari dalam menyusun
program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan
datang;

b. Memberikan acuan bagi Kecamatan Kertasari dalam menentukan
lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

c. Memberikan acuan bagi Kecamatan Kertasari dalam menyusun
indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan
datang;

d. Memberikan acuan bagi Kecamatan Kertasari dalam kelompok

sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

Sistematika Penulisan
Secara garis besar, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan

Kertasari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakanag
Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
Rencana Kerja Kecamatan Kertasari, dan keterkaitan
antara antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen
RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak
lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan
Peraturan lainnya yang mengatur SOTK, Kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Kecamatan Kertasari.
1.3. Maksud dan Tujuan
Menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan

dari penyusunan Renja Kecamatan Kertasari
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1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Kecamatan Kertasari, serta susunan garis besar isi

dokumen

BABII HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat informasi tentang kajian (review)
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalann yang seharusnya pada penyusunan Renja
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-

tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertasari

2.3.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Kertasari

Berisikan uraian mengenai :

1. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat
daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
Kepala Daerah, terhadap capaian program;

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan

pelayanan Perangkat Daerah; dan
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5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan menganai alasan proses tersebut
dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut
dan catatan penting terhadap perbedaan dengan

rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan
yang terkait dengan tugas pokok fungsi Perangkat
Daerah.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra Perangkat Daerah yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat

Daerah.
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3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Pada bagian ini di kemukakan rumusan rencana kerja beserta

rancangan pendanaan Kecamatan Kertasari.

BAB V PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya
maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.
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BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kertasari Kabupaten

Bandung Tahun 2021-2026

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi
oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai
subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan
baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai
evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya
tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan
(masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan
dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan
persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi
terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia
Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan
mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya
jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang
lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan

kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranbhir)
Kecamatan Kertasari Tahun 2026 memuat rencana program dan
kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka.
Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil
evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan
program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian
yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi
tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan
kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun

mendatang.
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Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Kertasari telah
melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya
Pelaksanaan Renja Kecamatan Kertasari Tahun 2024 dapat mencapai
target secara kinerja maupun secara serapan anggaran. Kecamatan
Kertasari dengan anggaran sebesar Rp. 5.396.160.585 dan terealisasi
sebesar Rp. 5.060.384.551 atau 93,78%. Anggaran tersebut digunakan
untuk melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 15 (lima belas)
kegiatan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang di
fokuskan pada 2(dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 (empat)

sasaran utama.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu
pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah
menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai
ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator
Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Capaian
IKU Kecamatan Kertasari Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kertasari Tahun 2024
. . | Persentase
No Misi Tujuan IKU Target | Realisasi Capaian
2024 2024
2024

(1) (2) ) “4) () (6) (7)

4 Mengoptimalkan tata | Meningkatnya | Indeks 86 85,54 Tercapai
kelola pemerintahan | kualitas Kepuasan Poin Poin sebesar
melalui birokrasi yang | pelayanan Masyarakat 99,47%
professional, dan tata | publik
kehidupan masyarakat
yang berlandaskan nilai-
nilai keagamaan

Jumlah 2 2 Desa Tercapai
Desa Cepat | Desa sebesar
Berkembang 100%




23

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kertasari adalah sebesar 85,54 Poin,
capaian tersebut hampir mencapai target target dan tercapai sebesar
99,47%. Sementara untuk Jumlah Desa Cepat Berkembang sebesar
100%.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dengan
memperbandingkan capaian dengan target yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja, Kecamatan Kertasari telah melaksanakan
pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Camat Kertasari
dengan Bupati Bandung. Hasil pengukuran atas kinerja ketercapaian
sasaran strategis Kecamatan Kertasari tahun 2024 menunjukan hasil
sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hasil pengukuran atas kinerja ketercapaian sasaran strategis
Kecamatan Kertasari tahun 2024

Target Realisasi Persentase
No Sasaran Indikator Sasaran g Capaian
2024 2024
2024
(1) (2) ) 4 (5) (6)
Nilai Akuntabilitas Tidak
L . . 46,86 Tercapai
. . Kinerja Instansi 73 Poin .
Meningkatnya kualitas Pemerintah (AKIP) Poin sebesar
kinerja aparatur dan 64,19%

penyelenggara Persentase BMD Tidak

pelayanan publik dalam kondisi 98.04% | 94,76% Tercapai
baik sebesar
96,65%
Meningkatnya kualitas o Hampir
5 pelayanan publik dan Egail:;iiks 86 Poin 85,54 Tercapai
tata kelola Maps arakat (IKM) Poin sebesar
pemerintahan A\l 99,47%
. . Jumlah Desa Tercapai

3 Memngkatnya kualitas Cepat 2 Desa 2 Desa sebesar 100

pemerintahan desa Berkembang %

Rata - Rata Capaian 89,98 %

Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang
terhadap kinerja utama memberikan gambaran :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.
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Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada
dikarenakan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
target.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun
dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang
penyerapannya hanya 93,78 persen namun dalam capaian kinerjanya
mencapai 96,50% , hal tersebut dikarenakan tidak terserapnya
penganggaran perjalanan dinas pada sub kegiatan usaha menengah
ekonomi Masyarakat.

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Kertasari Tahun 2024

Urusan, Bidang Urusan . S - o Tingkat
Kode Rekening Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Tar%zitn(:g atan Pagu(gld)l katif Ca l:f;:llb?isrier’a Pagu é:d; katif Capaian
program/kegiatan ] P P 1 P (%)
1 KECAMATAN
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Nilai AKIP 73 Point 46,85 Point o
! ! DAERAH Persentase BMD dalam Kondisi Baik 98,04 4,717,821,987.00 94,42 % 4,430,992,461.00 93.92%
KABUPATEN/KOTA
Persentase Dokumen Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan P dan Evaluasi Kineri
1| 1] 201 | 0 | EvaluasiKinerja Perangkat enganggaran dan Evaluast Ainerja 100% 35,186,700.00 100% 29,970,000.00 85.17%
Perangkat Daerah yang disusun sesuai
Daerah
dengan ketentuan dan tepat waktu
1| 1] 20 | 1 | PenyusunanDokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 1,500,000.00 1 Dokumen 1,390,000.00 92.67%
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
1 1 2.01 6 Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 33,686,700.00 2 Laporan 28,580,000.00 84.84%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Dokumen Pelaksanaan
1 1 0 = Administrasi Keuangan yang tepat 100% 3,951,368,193.00 100% 3,712,522,929.00 93.96%
2.02 Perangkat Daerah waktu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 21 Orang/ 17 Orang/ o
1 1 202 1 ASN Tunjangan ASN Bulan 3,947,618,193.00 Bulan 3,709,108,129.00 93.96%
- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
1 1 5 Laporan Keuangan Akhir Tahun P . 1 Laporan 1,200,000.00 1 Laporan 899,200.00 74.93%
2.02 SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
1 1 20 7 Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 1,550,000.00 4 Laporan 1,549,600.00 99.97%
. Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan
1] 8 | Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Laporan 1,000,000.00 1 Dokumen 966,000.00 | 96.60%
2.02 Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran
Administrasi Barang Milik Persentase pemenuhan Dokumen o o o
! ! 2.03 Daerah pada Perangkat Daerah Administasi BMD sesuai ketentuan 100% 3,650,000.00 100% 2,250,000.00 61.64%
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan Barang o
1 1 2.03 6 Dacrah pada SKPD Milik Dacrah pada SKPD 1 Laporan 3,650,000.00 1 Laporan 2,250,000.00 61.64%
Administrasi Kepegawaian Persentase dokumen pelaksanaan
1 1 2.05 0 peg administrasi kepegawaian perangkat 100% 56,406,520.00 100% 54,406,520.00 96.45%
Perangkat Daerah
daerah yang tepat waktu
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta o
1 1 2.05 2 Beserta Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan 21 Paket 26,100,000.00 17 Paket 24,100,000.00 92.34%
Lo . . Jumlah Orang yang Mengikuti
1| 1] 20s | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi | pe 200 poinis Tmplementasi 21 Orang 30,306,520.00 17 Orang 30,306,520.00 | 100.00%
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
1 1 2.06 0 Administrasi Umum Perangkat Persentase Pemenuhan Administrasi 100% 159.714,274.00 100% 142,589,600.00 89.28%
Daerah Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 Paket 7,000,000.00 3 Paket 6,994,400.00 99.92%
Kantor yang Disediakan
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Urusan, Bidang Urusan . S - o Tingkat
Kode Rekening Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Tar%zitncefg atan Pagu(gld)l katif Ca l:f;:l;:ier,a Pagu&:d)l katif Capaian
program/kegiatan ) P P J P (%)
1| 1] 206 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 20 Paket 63,000,000.00 20 Paket 62,849.950.00 |  99.76%
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1 1 206 3 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah_Pak_et Peralatan Rumah Tangga 2 Paket 5,000,000.00 2 Paket 4,985.250.00 99.71%
Tangga yang Disediakan
| 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang»Cet?kan dan 2 Paket 8,199,637.00 2 Paket 2,470,000.00 30.12%
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
1] 1] 206 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu JT‘;‘::S}‘ Laporan Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 26,000,000.00 1 Laporan 21,125,000.00 |  81.25%
Penyelenggaraan Rapat
1| 1] 206 | 9 | Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 3 Laporan 50,514,637.00 3 Laporan 44,165,000.00 87.43%
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan
1 1 0 Penunjang Urusan Pemerintah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 14,525,300.00 100% 14,400,000.00 99.14%
207 Daerah Pemerintah Daerah
1 1 207 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 14,525,300.00 3 Unit 14,400,000.00 99.14%
P diaan Jasa P . Persentase Laporan Penyediaan Jasa
11 ]208] 0 cnyediaan Jasa Fenunjang Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 291,481,000.00 100% 281,926,496.00 96.72%
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
1 1 2.08 2 Y o Lo Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 Laporan 39,914,000.00 1 Laporan 31,860,646.00 79.82%
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik yang Discdiakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
1 1 2.08 4 Y Y Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 251,567,000.00 12 Laporan 250,065,850.00 99.40%
Umum Kantor Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik
1 1 2.09 0 Daerah Penunjang Urusan Persentase BMD dalam Kondisi Baik 98,04 % 205,490,000.00 94,42 % 192,926,916.00 93.89%
Pemerintahan Daerah
ll;ei:y:csz:‘ciﬁsziaizm::hair?;; Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
1 1 2.09 2 ya >t atau Lapangan yang Dipelihara dan 16 Unit 50,490,000.00 16 Unit 38,414,500.00 76.08%
Perizinan Kendaraan Dinas dib kan Pajak dan Perizi
Operasional atau Lapangan tbayarkan Fajak dan Ferizinannya
1 1 209 6 Pem_ellhalfaan Peralatan dan Jumlatherglatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 5.000.000.00 2 Unit 4.967.500.00 99.35%
Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
1 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan 5 g fhan . gunan 1 Unit 150,000,000.00 1 Unit 149,544,916.00 99.70%
Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi
Jumlah 1 4,717,821,987.00 4,430,992,461.00 93.92%
PROGRAM
PENYELENGGARAAN - . . o
1 2 PEMERINTAHAN DAN Nilai IKM 86 Point 325,355,000.00 85.54 Point 300,572,090.00 92.38%
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Pemeliharaan Persentase Koordinasi Pemeliharaan
1| 2] 203 | 03 | Prasarana dan Sarana Pelayanan | STocmase ROOTCInast Feme 100% 11,250,000.00 100% 9,750,000.00 |  86.67%
Umum Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Koordinasi/Sinergi dengan Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi
Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau
1 2 2.03 1 Instansi Vertikal yang terkait Instansi Vertikal yang Terkait dalam 1 Dokumen 11,250,000.00 1 Dokumen 9,750,000.00 86.67%
dalam Pemeliharaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Prasarana Pelayanan Umum Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan Persentase Urusan Pemerintahan yang
1 2 2.04 04 Pemerintahan yang Dilimpahkan Dilimpahkan kepada Camat 100% 314,105,000.00 100% 290,822,090.00 92.59%
kepada Camat
Pelaksanaan Urusan
1| 2] 204 3 geme"“‘ah"" yang terkait Jumlah Laporan Pelaksanaan 4 Laporan 314,105,000.00 4 Laporan 290,822,090.00 |  92.59%
engan Kewenangan Lain yang Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Dilimpahkan
PROGRAM Persentase capaian program dan
PEMBERDAYAAN X ) . .
1 3 MASYARAKAT DESA DAN lsegla:la:: ier]nl:e]:diyaan masyarakat 100% 142,558,098.00 100% 127,592,400.00 89.50%
KELURAHAN 54 dan keluraha
1 3 201 Koordinasi Kegiatan Persentase Koordinasi Kegiatan 100% 79,995,000.00 100% 73,284,400.00 91.61%
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan
1 3 2.01 3 Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 2 Laporan 79,995,000.00 2 Laporan 73,284,400.00 91.61%
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga P tase lembaga k Kat
13| 203 Kemasyarakatan Tingkat crsentase lembaga kemasyarakatan 100% 62,563,098.00 100% 54,308,000.00 86.81%
Kecamatan yang terfasilitasi
1 3 203 5 Peningkatan Kapasitas Lembaga Jufr}lah Lembaga Ke:masyarakatan yang 2 Lembaga 37,748,098.00 2 Lembaga 34,808,000.00 92.21%
Kemasyarakatan Ditingkatkan Kapasitasnya Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Laporan Fasilitasi
1 3 2.03 4 stiiast renge & § Pengembangan Usaha Ekonomi 2 Laporan 12,815,000.00 1 Laporan 9,750,000.00 76.08%
Ekonomi Masyarakat Masyarakat
Fasilitasi Pemanfaatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan o
1 3 2.03 5 Teknologi Tepat Guna Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 12,000,000.00 1 Laporan 9,750,000.00 81.25%
PROGRAM KOORDINASI Persentase penegakan perda yang
1 4 KETENTRAMAN DAN berkaitan dengan ketentraman dan 100% 24,750,000.00 100% 21,675,000.00 87.58%
KETERTIBAN UMUM ketertiban umum
Koordinasi Upaya Persentase Koordinasi Upaya
1 4 2.01 Penyelenggaraan Ketenteraman Penyelenggaraan Ketenteraman dan 100% 12,000,000.00 100% 10,050,000.00 83.75%
dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan dengan Jumlah Laporan Pelaksanaan
1 4 2.01 2 Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh 2 Laporan 12,000,000.00 2 Laporan 10,050,000.00 83.75%
Masyarakat Agama dan Tokoh Masyarakat
Koordinasi Penerapan dan Persentase Koordinasi Penerapan dan
1 4 2.02 Penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Daerah dan 100% 12,750,000.00 100% 11,625,000.00 91.18%
Peraturan Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi
1 4 2.02 1 Perangkat Daerah yang Tugas dengan Perangkat Daerah yang Tugas 2 Laporan 12,750,000.00 2 Laporan 11,625,000.00 91.18%
dan Fungsinya di Bidang dan Fungsinya di Bidang Penegakan
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Urusan, Bidang Urusan . S - . Tingkat
Kode Rekening Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Tar%z.t Ca}) aian Pagu gldlkd"f c Réah;(a.bl . Pagu gdlkanf Capaian
program/kegiatan mnera (Rp) apatan Rinerja (Rp) (%)
Penegakan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan
Undangan dan/atau Kepolisian dan/atau Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Indonesia
iggsgéé\;{\lGGARAAN Persentase capaian keberhasilan urusan
1 5 URUSAN PEMERINTAHAN E:meirircx‘taharﬁ umum yang ditugaskan 100% 80,687,500.00 100% 80,360,900.00 99.60%
UMUM pala daeral
Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Kegiatan
1 5 2.01 Pemerintahan Umum sesuai Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 100% 80,687,500.00 100% 80,360,900.00 99.60%
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah
Fasilitasi, Koordinasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
1 5 2.01 2 Konsultasi) Wawasan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 250 Orang 33,632,500.00 240 Orang 33,626,300.00 99.98%
Kebangsaan dan Ketahanan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional Nasional
Pembinaan Kerukunan Antar Jumlah Orang yang Mengikuti
Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan
Beragama, Ras, dan Golongan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan
15| 201 | 4 Lainfya Guna Mewuju dkaﬁ Golongan Lainnya Guni Mewujodkan 220 Orang 19,245,000.00 220 Orang 19,179,600.00 99.66%
Stabilitas Keamanan Lokal, Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,
Regional, dan Nasional dan Nasional
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Forum
1 5 2.01 8 Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 27,810,000.00 12 Dokumen 27,555,000.00 99.08%
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN
1 6 DAN PENGAWASAN Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 104,988,000.00 100% 99,191,600.00 94.48%
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase desa yang dibina dan diawasi
1 6 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 100% 104,988,000.00 100% 99,191,600.00 94.48%
Pengawasan Pemerintahan Desa
P - . Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
1| 6| 200 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata dalam rangka Admyinifuasi Tata 2 Dokumen 49,190,000.00 2 Dokumen 47,562,400.00 96.69%
Pemerintahan Desa .
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
1 6 2.01 3 Desa dan Pendayagunaan Aset dalam rangka Pengelolaan Keuangan 2 Dokumen 16,648,000.00 2 Dokumen 16,302,000.00 97.92%
Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
;zilelrllz:a:r‘lasa:];’?:;:riéunan Jumlah Dokumen Sinkronisasi
1 6 2.01 9 Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 39,150,000.00 2 Dokumen 35,327,200.00 90.24%
Daerah dengan Pembangunan
dengan Pembangunan Desa
Desa
Jumlah 2 678,338,598.00 629,391,990.00 92.78%
Jumlah 1 +2 5,396,160,585.00 5,060,384,451.00 93.78%
3. Realisasi  program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi
dari target, yaitu pada pelaksanaan kegiatan Hari — hari bersejarah,
dimana kegiatan melampaui target, hal tersebut diakibatkan adanya
koordinasi yang baik antar instansi di Kecamatan sehingga kegiatan
melampaui target yaitu target 2 Kegiatan menjadi 4 Kegiatan yang
dilaksanakan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada
namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan
ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait, kendala
tersebut adalah Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan

dengan bagian penganggaran.
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5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah.
Capaian Kinerja di Kecamatan Kertasari yang secara keseluruhan
mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatip terhadap
Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat
selisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut
tidak berakibat terhadap kineja.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan
lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko
yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

a. Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal
dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang mengalami
kerusakan

b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik

c. Perubahan Kebijakan/Aturan

Data Hasil Evaluasi Renja Tahun lalu (2024) Sebagaimana pada tabel
di bawah ini:



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kertasari dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kertasari s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Kertasari
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Tabel 2.4 Tabel T.C-29

Kabupaten Bandung

TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN PROg\RF:\f/lIE-Ir)AN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA
CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 KEGIATAN PERANGKAT DAERAH S/D MARET TAHUN 2025
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA PROGRAM (RENSTRA PROGRAM DAN TARGET RENIA REALISAST RENIA (RENJA REALISASI CAPAIAN
KEGIATAN (OUTCOME) / KELUARAN (OUTPUT) PERANGKAT KELUARAN Realiasi s/d TARGET CAPAIAN
DAERAH TAHUN KEGIATAN S.D. PERANGKAT PERANGKAT TINGKAT PERANGKAT Trivalan | PROGRAM DAN REALISAS| TARGET
(2021-2026) TAHUN 2023 DAERAH TAHUN DAERAH TAHUN REALISASI (%) DAERAH TAHUN Tahun 2025 KEGIATAN S/D RENSTRA (%)
2024 2024 2025) TAHUN 2025 3
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11 =5+7+10 11=10/4
71101 0 gg&ix\lﬁ::gl\[lj EK\E';(Z':JRUSAN g!f;esrftzlsz BMD Dalam Kondisi Baik 73,70 Point 73,80 Point 73 Point 46,86 Point 64,19% 73,60 Point 46,86 Point 46,86 Point 63,58 point
KABUPATEN/KOTA 98,06 % 92,62% 98,04 % 94,76 % 96,65% 98,05 % 94,76 % 94,76 % 96,63 %
Perencanaan, Penganggaran, Nilai Perencanaan, Penganggaran,
7111] 201 dan Evaluasi Kinerja Perangkat dan Evaluasi Kinerja Perangkat 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 14.29% 71.43% 60.00%
Daerah Daerah
7111201 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 10 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100.00% 2 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 60.00%
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Doku.men RK.A_SKPD dan
7111201 Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0.00% 1 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 60.00%
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Doku.men D?A-SKPD dan
7111201 DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0.00% 1 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 60.00%
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
7 1 1 2.01 Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 5 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100.00% 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 80.00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
7 1 1 2.01 Daerah Perangkat Daerah 5 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0.00% 1 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 40.00%
Penyelenggaraan Walidata Jumlah Dokumen Hasil
71111201 Pendukung Statistik Sektoral Penyelenggaraan Walidata 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00% 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00%
Daerah Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Pelaksanaan Pengumpulan Data Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah
7111201 Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00% 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00%
Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
701]1] 202 ﬁgg:g‘i::;ﬁ:ﬁ”ga” Presentasi Capaian Keuangan SKPD 100% 100% 100% 100% 80.00% 100% 27.03% 75.68% 44.44%
701120 er’:‘yed'aa” Gajidan Tunjangan L‘;’:'?Sn?ar:gagnyzgiMe”e”ma Gaj 1260 Bulan 408 Bulan 252 Bulan 238 Bulan 100.00% 252 Bulan 68 Bulan 714 Bulan 56.67%
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Laporan Keuangan Akhir
- Tahun SKPD dan Laporan Hasil
7 1 1 2.02 Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan 5 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100.00% 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 60.00%
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
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TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN PRO-(I;/;E\CI-\;/‘IELAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA
CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 KEGIATAN PERANGKAT DAERAH S/D MARET TAHUN 2025
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA PROGRAM (RENSTRA PROGRAM DAN (RENJA
KEGIATAN (OUTCOME) / KELUARAN (OUTPUT) PERANGKAT KELUARAN TARGET RENJA REALISASI RENJA Realiasis/d | TCALISASICAPAIAN | ) o cer capalAN
DAERAH TAHUN KEGIATAN S.D. PERANGKAT PERANGKAT TINGKAT PERANGKAT Trwalan PROGRAM DAN REALISAS| TARGET
DAERAH TAHUN DAERAH TAHUN REALISASI (%) DAERAH TAHUN KEGIATAN S/D
(2021-2026) TAHUN 2023 Tahun 2025 RENSTRA (%)
2024 2024 2025) Y TAHUN 2025 °
pengelolaan dan Penvianan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
111 202 6 Bahgn Tangsapan Pe\éwe?iksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 5 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00% 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 40.00%
£gap Pemeriksaan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
1 1 2.02 7 Laporan Ke.uangan Laporan Koordinasi Penyusunan 14 Dokumen 2 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100.00% 4 Laporan 1 Laporan 7 Laporan 50.00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan
111 202 8 Analisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 1 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 60.00%
Anggaran
Administrasi Barang Milik Persentase Pemenuhan Dokumen o o 5 5 5 o 5 o o
T2 0 Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 100% 100% 100% 0.00% 100% 0% 66.67% 50.00%
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan o o
111 203 6 Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100.00% 1 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 50.00%
Administrasi Kepegawaian Prosentase Orang Yang mengikuti
1 1 2.05 0 Peranekat Daer:hg Bimbingan Teknis dan Pakaian Dinas 100% 100% 100% 100% 80.95% 100% 0% 66.67% 56.19%
€ Harian
1| 1| 205 | 2 | PeneadaanPakaian Dinas Jumliah Paket Pakaian Dinas Beserta 105 Paket 42 Paket 21 Paket 17 Paket 80.95% 21 Paket 0 Paket 59 Paket 56.19%
Beserta Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Bimbingan Teknis Implementasi Jumiah Orang yang Mengikuti
1 1 2.05 11 g P Bimbingan Teknis Implementasi 105 Orang 42 Orang 21 Orang 17 Orang 80.95% 21 Orang 0 Orang 59 Orang 56.19%
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
111206 0 ggg;‘s”as' Umum Peranglat Z;enifgfszfssicaﬁgnpge'aksa”aa” 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 12.90% 70.97% 60.76%
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
111/ 206 1 Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22 Paket 13 Paket 3 Paket 3 Paket 100.00% 3 Paket 1 Paket 17 Paket 77.27%
Kantor yang Disediakan
1| 1| 206 | 2 | Penvediaan Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan dan 126 Paket 66 Paket 20 Paket 20 Paket 100.00% 20 Paket 2 Paket 88 Paket 69.84%
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1|1 206 3 ?::;z:'aa” Peralatan Rumah #‘;r:g'agz ';:E?;ig'i?kaa”nRumah 8 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100.00% 2 Paket 0 Paket 4 Paket 50.00%
1|1 206 | 5 | PenvediaanBarang Cetakandan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan 10 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 100.00% 2 Paket 0 Paket 6 Paket 60.00%
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Jumlah L Fasilitasi Kunj
1|11 206 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tl;rrnnj aporan Fasilitast Kunjungan 30 Laporan 24 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100.00% 1 Laporan 0 Laporan 25 Laporan 83.33%
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan o o
1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33 Laporan 24 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100.00% 3 Laporan 1 Laporan 28 Laporan 84.85%
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pengadaaan Barang Milik
1111207 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 0% 66.67% 45.45%
Daerah
111 207 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11 Paket 2 Paket 3 Paket 3 Paket 100.00% 3 Paket 0 Paket 5 Paket 45.45%
1| 1| 207 | 6 | PengadaanPeralatandanMesin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 5 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0.00% 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0.00%
Lainnya Lainnya yang Disediakan
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TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN PRO-(I;/;E\GI\;:-IFDAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA
CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 KEGIATAN PERANGKAT DAERAH S/D MARET TAHUN 2025
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA PROGRAM (RENSTRA PROGRAM DAN TARGET RENJA REALISAST RENIA (RENJA REALISAS] CAPAIAN
KEGIATAN (OUTCOME) / KELUARAN (OUTPUT) PERANGKAT KELUARAN Realiasi s/d TARGET CAPAIAN
DAERAH TAHUN KEGIATAN S.D. PERANGKAT PERANGKAT TINGKAT PERANGKAT Trwalan PROGRAM DAN REALISAS| TARGET
(2021-2026) TAHUN 2023 DAERAH TAHUN DAERAH TAHUN REALISASI (%) DAERAH TAHUN Tahun 2025 KEGIATAN S/D RENSTRA (%)
2024 2024 2025) TAHUN 2025
1| 1| 207 | g | PensadaanGedungKantoratau | Jumiah Unit Gedung Kantor atau 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0.00% 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0.00%
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Persetase Penyediaan Jasa
1 (1| 208 0 ) Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 28.00% 76.00% 43.89%
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jstgltalr:/ll_ean:/irraa: Penyediaan Jasa 2 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
1 1 2.08 2 . o Komunikasi, Sumber Daya Air dan 60 Laporan 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100.00% 12 Laporan 3 Laporan 39 Laporan 65.00%
Sumber Daya Air dan Listrik - o
Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
1 1 2.08 4 Pelayanan Umum Kantor yang 60 Laporan 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100.00% 12 Laporan 4 Laporan 40 Laporan 66.67%
Umum Kantor Lo
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan Barang
1 1 2.09 0 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 5.26% 68.42% 52.16%
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
111 209 1 Biaya Pemelinaraan dan I?ajak aFau !(endaraan Plnas Jabatar.] yang 16 Kendaraan 16 Kendaraan 0 Kendaraan 0 Kendaraan 0.00% 0 Kendaraan 0 Kendaraan 16 Kendaraan 100.00%
Kendaraan Perorangan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
11 1] 209 2 Bla\{g Pemeliharaan, Pa.uak, dan aFau Lapangan_ yang Dlpe!\hara dan 64 Kendaraan 16 Kendaraan 16 Kendaraan 16 Kendaraan 100.00% 16 Kendaraan 1 Kendaraan 33 Kendaraan 51.56%
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
1|1 200 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 13 Unit 7 Unit 2 Unit 2 Unit 100.00% 2 Unit 0 Unit 9 Unit 69.23%
Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
111/ 209 9 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100.00% 1 Unit 0 Unit 2 Unit 40.00%
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya yang . . . . . . .
1 1 2.09 10 Pendukung Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0.00% 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0.00%
Bangunan Lainnya
Jumlah 1
PROGRAM PENYELENGGARAAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
112 0 0 PEMERINTAHAN DAN 84,41 Point 83,44 Point 86 Point 85,54 Point 99.46% 84,39 Point 85,54 Point 85,54 Point 101.34 point
PELAYANAN PUBLIK
Persentase Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
112 202 0 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di 0% 0% 0% 0% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00%
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung
Kecamatan pelayanan prima kepada masyarakat
di kecamatan
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TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN PRO-(I;/;E\GI\;:LAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA
CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 KEGIATAN PERANGKAT DAERAH S/D MARET TAHUN 2025
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA PROGRAM (RENSTRA PROGRAM DAN TARGET RENIA REALISASI RENIA (RENJA REALISASI CAPAIAN
KEGIATAN (OUTCOME) / KELUARAN (OUTPUT) PERANGKAT KELUARAN Realiasi s/d TARGET CAPAIAN
DAERAH TAHUN KEGIATAN S.D. PERANGKAT PERANGKAT TINGKAT PERANGKAT Trwalan PROGRAM DAN REALISAS| TARGET
(2021-2026) TAHUN 2023 DAERAH TAHUN DAERAH TAHUN REALISASI (%) DAERAH TAHUN Tahun 2025 KEGIATAN S/D RENSTRA (%)
2024 2024 2025) TAHUN 2025 5

Peningkatan Efektifitas Meningkatnya Efektifitas

112 2.02 3 :/T;it;?;i;tndits\}l\fi\l/;ynaahn kepada E:Laakdsjr&;z:yz(:elai&;atr:;rll\/ilayah 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0.00% 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0.00%
Kecamatan Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Persentase koordinasi Pemeliharaan

112 203 0 Prasarana dan Sarana Pelayanan Prasarana dan Sarana Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 0% 66.67% 60.00%
Umum Umum
Koordinasi/Sinergi dengan Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi
Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau

1|2 203 1 Instansi Vertikal yang terkait Instansi Vertikal yang Terkait dalam 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 1 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 60.00%
dalam Pemeliharaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Prasarana Pelayanan Umum Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan Persentase Pelaksanaan Urusan

12| 204 0 Pemerintahan yang Dilimpahkan Pemerintahan yang 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 25.00% 75.00% 53.33%
kepada Camat Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan

112 2.04 3 Zznmgzr;nlzzaaennZigir:eLraﬁi‘tyang Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100.00% 4 Laporan 1 Laporan 8 Laporan 53.33%
Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Capaian Program dan

113 0 0 MASYARAKAT DESA DAN Kegiatan Pemerdayaan Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 50.00% 83.33% 37.06%
KELURAHAN Desa dan Kelurahan

1|3 | 201 | o | KoordinasiKegiatan Persentase Koordinasi Kegiatan 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 50.00% 83.33% 57.14%
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan

113|201 3 Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 7 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100.00% 2 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 57.14%
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Persentase Lembaga Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Tingkat yang terfasilitasi
Kecamatan (Urusan

1] 3| 203 0 Pemberdayaan Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 0.00% 66.67% 47.78%
Dilaksanakan oleh Kecamatan
bagi Pemerintah Kota yang Tidak
Memiliki Desa)

113 203 ) Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 8 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 100.00% 2 Lembaga 0 Laporan 4 Lembaga 50.00%
Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumiah Laporan Fasilitasi

1|3 203 4 Ekonomi Masyarakat Pengembangan Usaha Ekonomi 10 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100.00% 2 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 60.00%

Masyarakat

113 2.03 5 ;z;sp:!:aélu::]manfaatan Teknologi JPlgx::f:i?:r:aﬁeiizl:g;]isjrepat Guna 6 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100.00% 2 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 33.33%
Pemberdayaan dan Persentase keluarga yg terfasilitasi

1|3 206 Kesejahteraan Keluarga Tingkat 100% 0% 0% 0% 0.00% 100% 12.50% 4.17% 6.25%
Kecamatan dan Kelurahan

113 ] 206 | 01 Eggtteer:—t;l;funa?;anp;eeTaL:H:bUhan JPuerrT:ZZnliillijjr:gdaaﬁa:egn’\jriﬁm:: 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00%
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TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN PROL??TA?:IELAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA
CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 KEGIATAN PERANGKAT DAERAH S/D MARET TAHUN 2025
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA PROGRAM (RENSTRA PROGRAM DAN TARGET RENIA REALISASI RENIA (RENJA REALISASI CAPAIAN
KEGIATAN (OUTCOME) / KELUARAN (OUTPUT) PERANGKAT KELUARAN Realiasi s/d TARGET CAPAIAN
DAERAH TAHUN KEGIATAN S.D. PERANGKAT PERANGKAT TINGKAT PERANGKAT Trwalan PROGRAM DAN REALISAS| TARGET
(2021-2026) TAHUN 2023 DAERAH TAHUN DAERAH TAHUN REALISASI (%) DAERAH TAHUN Tahun 2025 KEGIATAN S/D RENSTRA (%)
2024 2024 2025) TAHUN 2025 5
Peningkatan Kesadaran Karakter Keluarga Melalui
Masyarakat akan Pentingnya Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Penghayatan dan Pengamalan akan Pentingnya Penghayatan dan
Pancasila dalam Semua Aspek Pengamalan Pancasila dalam Semua
Kehidupan Bermasyarakat, Aspek Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara Berbangsa, dan Bernegara
Peningkatan Kesadaran Keluarga Jum.lah Keluarga yang Mengikuti
dalam Membangun Kerja Sama Peningkatan Kesadaran.KeIuarga
1| 3] 206 | 02 antar-Keluarga, Warga, dan dalam Membangun Kerja Sama 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00%
Kelompok Mas,yarakat, antar-Keluarga, Warga, dan
Kelompok Masyarakat
h Jumlah Keluarga yang Mengikuti
1] 3] 206 | 03 E:{:ng::tan Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00%
Keluarga
Peningkatan Kesadaran Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti
dalam Peningkatan Pendidikan Peningkatan Kesadaran Keluarga
1] 3] 206 | 06 dan Keterampilan untuk dalam Peningkatan Pendidikan dan 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00%
Mewujudkan Sumber Daya Keterampilan untuk Mewujudkan
Manusia yang Berkualitas dan Sumber Daya Manusia yang
Berdaya Saing Berkualitas dan Berdaya Saing
Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Penumbuhan Kesadaran
) Penumbuhan Kesadaran Keluarga
Keluarga dalam Peningkatan dalam Peningkatan Derajat
1| 3| 2.06 | 07 | Derajat Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00%
Lingkungan dengan Menerapkan R .
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dengan Menerapkan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Keluarga dalam Peningkatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga
1|3 ] 206 | 08 ;Z:;LS;iipBiiLL;a;egfa:?Zfr‘ww Ezllz:]rgP::ZlgaliztiaKne;?Jj;aHrlwdup 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00%
Pengembangan Ekonomi Berkoperasi dan Pengembangan
Lainnya Ekonomi Lainnya
Pelatinan Keluarga Tanggap Jumlah Keluarga yang Mengikuti
1] 3] 206 | 10 Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00% 20 Keluarga 20 Keluarga 20 Keluarga 50.00%
Alam
Pelatinan Keluarga Tanggap Jumlah Keluarga yang Mengikuti
113 ]206 | 11 Bencana Rumah Tangga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana 40 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00% 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0.00%
Rumah Tangga
PROGRAM KOORDINASI Persentase penegakan perda yang
1| 4 0 0 KETENTRAMAN DAN berkaitan dengan ketentraman dan 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 0% 66.67% 46.43%
KETERTIBAN UMUM ketertiban umum
Koordinasi Upaya Persentase Koordinasi Upaya
114 ] 201 0 Penyelenggaraan Ketenteraman Penyelenggaraan Ketenteraman dan 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 0% 66.67% 42.86%
dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan dengan Jumlah Laporan Pelaksanaan
11 4] 201 2 Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan 7 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100.00% 2 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 42.86%
Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
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TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN PROZ??E\?/ELAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA
CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 KEGIATAN PERANGKAT DAERAH S/D MARET TAHUN 2025
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA PROGRAM (RENSTRA PROGRAM DAN TARGET RENJA REALISAST RENIA (RENJA REALISAS] CAPAIAN
KEGIATAN (OUTCOME) / KELUARAN (OUTPUT) PERANGKAT KELUARAN Realiasi s/d TARGET CAPAIAN
DAERAH TAHUN KEGIATAN S.D. PERANGKAT PERANGKAT TINGKAT PERANGKAT Trwalan PROGRAM DAN REALISAS| TARGET
(2021-2026) TAHUN 2023 DAERAH TAHUN DAERAH TAHUN REALISASI (%) DAERAH TAHUN Tahun 2025 KEGIATAN S/D RENSTRA (%)
2024 2024 2025) TAHUN 2025
Koordinasi Penerapan dan Persentase Koordinasi Penerapan
114 202 Penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Daerah 100% 100% 100% 100% 0.00% 100% 0% 66.67% 50.00%
dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi
Perangkat Daerah yang Tugas dengan Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang dan Fungsinya di Bidang Penegakan
11 4] 202 Penegakan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan 8 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 0.00% 2 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 50.00%
Perundang- Undangan dan/atau dan/atau Kepolisian Negara Republik
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian keberhasilan
115 0 URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintahan umum yang 100% 100% 100% 100% 27.65% 100% 2.00% 67.33% 71.97%
UMUM ditugaskan kepala daerah
Penyelenggaraan Urusan Persentase Penyelenggaraan Urusan
115 2.01 Pemerintahan Umum sesuai Pemerintahan Umum yang 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 2.00% 67.33% 71.97%
Penugasan Kepala Daerah Dilaksanakan
Pembinaan Wawasan Jumlah Orang yang Mengikuti
Kebangsaan dan Ketahanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Nasional dalam rangka dan Ketahanan Nasional
Memantapkan Pengamalan dalam rangka Memantapkan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Pengamalan Pancasila,
1|15 201 Undang Dasar Negara Republik Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 250 Orang 250 Orang 0 Orang 0 Orang 0.00% 0 Orang 0 Orang 250 Orang 100.00%
Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia Tahun
Pelestarian Bhinneka Tunggal lka 1945,
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Fasilitasi, Koordinasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
115 201 Konsultasi) Wawasan (Bimtek, Sosialisasi, 790 Orang 40 Orang 250 Orang 250 Orang 100.00% 250 Orang 0 Orang 290 Orang 55.70%
Kebangsaan dan Ketahanan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan
Nasional dan Ketahanan Nasional
Pembinaan Persatuan dan Jumlah Orang yang Mengikuti
115 201 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan 220 Orang 220 Orang 0 Orang 0 Orang 0.00% 0 Orang 0 Orang 220 Orang 100.00%
Kesatuan Bangsa
Bangsa
Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Mengikuti
Antarsuku dan Intrasuku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Suku
1|5 |20 E;Lafjamgl;f:miwui‘ji’:fa” j:: g’gg:;ak: Lalljnnr:?/ta BGerfama' Ras, 880 Orang 220 Orang 220 Orang 220 Orang 100.00% 220 Orang 0 Orang 440 Orang 50.00%
Stabilitas Keamanan Lokal, Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Forum
1|15 201 Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100.00% 12 Dokumen 2 Dokumen 26 Dokumen 54.17%
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang dibina dan
1|6 0 PENGAWASAN PEMERINTAHAN diawasi 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 33% 77.78% 62.22%
DESA
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TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN PRO-(I;/;E\CI-\;/‘IE.IFDAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA
CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 KEGIATAN PERANGKAT DAERAH S/D MARET TAHUN 2025
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA PROGRAM (RENSTRA PROGRAM DAN (RENJA
KEGIATAN (OUTCOME) / KELUARAN (OUTPUT) PERANGKAT KELUARAN TARGET RENJA REALISASI RENJA Realiasis/d | TCALISASICAPAIAN | ) o cer capalAN
PERANGKAT PERANGKAT TINGKAT PERANGKAT : PROGRAM DAN
DAERAH TAHUN KEGIATAN S.D. Triwulan | REALISAS| TARGET
(2021-2026) TAHUN 2023 DAERAH TAHUN DAERAH TAHUN REALISASI (%) DAERAH TAHUN Tahun 2025 KEGIATAN S/D RENSTRA (%)
2024 2024 2025) Y TAHUN 2025 °
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Capaian Keberhasilan
116|201 0 Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 33.33% 77.78% 62.22%
Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
116|201 1 ¥ dalam rangka Penyusunan Peraturan 2 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00% 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100.00%
Desa dan Peraturan Kepala Desa
Desa dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
1|6 201 2 ) dalam rangka Administrasi Tata 9 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100.00% 2 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 55.56%
Pemerintahan Desa .
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
116|201 3 Desa dan Pendayagunaan Aset dalam rangka Pengelolaan Keuangan 9 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100.00% 2 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 55.56%
Desa Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam
116|201 6 Kepala Desa rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala 6 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00% 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 16.67%
P Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi
116|201 9 Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100.00% 2 Dokumen 2 Dokumen 10 Dokumen 83.33%
Daerah dengan Pembangunan dengan Pembangunan Desa
Desa
o Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, rangka Pelaksanaan Tugas, Funasi
1| 6 | 201 | 12 | Fungsi, dan Kewajiban Lembaga e . £as, &sh 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00% 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00%
dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
Fasilitasi Penyusunan Program Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam
1| 6 | 201 | 16 | danPelaksanaan Pemberdayaan rangka Program dan Pelaksanaan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00% 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00%
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertasari

Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan
dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf
dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator
masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), indikator-indikator
tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan.
Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran
indikator kinerja untuk masing — masing jenis indikator yang telah
ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang
didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja,
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Kertasari melaksanakan pelimpahan kewenangan dari
Bupati Bandung untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan berdasarkan pemetaan
pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau
kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Kertasari. Pelimpahan
kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung
Nomor 137/KEP.862-TAPEM /2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM /2023 Tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan
Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
Pelimpahan kewenangan tersebut bersifat mandat yang terdiri dari 16
urusan kewenangan dan 28 Rincian Pelimpahan kewenangan. Tabel 2.3
merupakan rincian dari pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari
Bupati kepada Camat.

Tabel 2.5
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan
dari Bupati Kepada Camat

NO URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

1. | PENDIDIKAN 1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan kesetaraan.

2. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan
prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan

3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan
masyarakat tingkat kecamatan

2. KESEHATAN 4. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana
dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan
Puskesmas Pembantu di wilayah
kecamatan
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NO URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
3. KETENTRAMAN DAN S. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
KETERTIBAN UMUM SERTA bencana
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
4. SOSIAL 6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar
mendesak masyarakat Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PKKS)
S. PEMBERDAYAAN 7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan
PEREMPUAN DAN tingkat kecamatan
PERLINDUNGAN ANAK
8. Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan
perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak
kekerasan
6. PERTANAHAN 9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah
untuk pembangunan bagi kepentingan umum
7. LINGKUNGAN HIDUP 10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala
kecamatan
12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya
lingkungan
13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup
8. |ADMINISTRASI 14. Monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan
KEPENDUDUKAN DAN kelayakan sarana prasarana yang digunakan serta
PENCATATAN SIPIL evaluasi kinerja petugas operator dalam pelayanan
dokumen kependudukan dan catatan sipil
9. |PEMBERDAYAAN 15. Pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan,
MASYARAKAT DAN DESA Pergantian Antar Waktu dan Penjabat Kepala
Desa
10. [KOMUNIKASI DAN 16. Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan
INFORMATIKA internet lingkungan kantor Kecamatan,
Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah
kecamatan
11. [KOPERASI, USAHA KECIL, 17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala
DAN MENENGAH kecamatan
18. Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
12. PENANAMAN MODAL 19. Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor
Induk Berusaha (NIB)
20. Monitoring kegiatan pemanfaatan tanah sesuai
perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
13. KEPEMUDAAN DAN 21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
OLAHRAGA
22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
14. KEBUDAYAAN 23. Pemajuan seni dan budaya tingkat kecamatan
24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat
kecamatan
15. [PARIWISATA 25. Pengembangan Kompetensi dan budaya lokal tingkat
kecamatan sebagai destinasi wisata
26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan
kampung wisata
27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata
skala kecamatan
16. PERTANIAN 28. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan

prasarana pertanian

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut

diukur dari pencapaian sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator

Kinerja Utama (IKU). IKU ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan

dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pemerintahan untuk
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perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan
IKU secara teknis dirumuskan untuk acuan ukuran kinerja yang
digunakan untuk menyusun target kinerja dalam Renja tahunan.

Indikator Kinerja untuk tahun 2025 digambarkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kertasari Tahun 2025

No MISI TUJUAN SASARAN IKU
(1) (2) @) (4) ()
4 | Mengoptimalkan tata kelola Meningkatnya Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan

pemerintahan melalui kualitas pelayanan pelayanan publik dalam | Masyarakat
birokrasi yang professional, publik penyelenggaraan tata
dan tata kehidupan kelola pemerintahan
masyarakat yang
berlandaskan nilai-nilai
keagamaan

Meningkatkan Meningkatnya Kualitas Jumlah Desa
Kualitas Tata Kelola Cepat Berkembang
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan visi
dan misi Kabupaten Bandung. Selanjutnya sebagai perwujudan
transparansi kinerja Kecamatan Kertasari telah —melaksanakan
pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara Camat
Kertasari dengan Bupati Bandung. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah Kecamatan Kertasari tersaji dalam tabel 2.5.

Tabel 2.7 Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung

SPM Target Renstra Kecamatan Kertasari Realisasi Capaian Proyeksi
No Indikator Standélr IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan
Nasional 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 | Analisis
(thnn-2) | (thnn-1) | (thnn) | (thnn+l) | (thnn-2) | (thnn-1) | (thnn) | (thn n+])

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 | Indeks kepuasan 85 86 85,55 85,56 83,44 85,54 85,55 85,56
masyarakat
Persentase BMD

2 dalam kondisi 98,03 98,04 98,05 98,06 92,62 94,76 98,05 98,06
baik
Nilai Akip

3 Kecamatan 72 73 61 62 73,80 46,86 61 62
Kertasari
Persentase Desa

4 | Yane 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Beradministrasi ° ° ° ° ° ° ° °
baik
Jumlah Desa

5 Cepat 0 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 0 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa
Berkembang
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Isu — Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi terhadap isu-isu penting penyelenggaraan pemerintahan

Kecamatan Kertasari didasarkan pada 2 (dua) tugas mendasar yang harus

dilaksanakan yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaksanakan

pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.

1. Kinerja Kecamatan Kertasari

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kertasari telah berjalan sesuai dengan

Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari

monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi

setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau

merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai

resiko

pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik.

Hal — hal kritis kaitan dengan pelayanan :

a. Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati

kepada Camat Kertasari berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Bandung yang terdiri dari 28 Kewenangan, dimana dalam

pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi.

b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat

antara lain :

1)
2)

3)
4)

o)

Perizinan

Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi
Kependudukan lainnya)

Melaksanakan Program Kewilayahan

Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan
Pelayanan

Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna
mengetahui tingkat Kepuasan Masyarakat melalui Kusioner SKM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
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2. Permasalahan dan Hambatan
Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai
Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari
adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang
perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan
diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target

kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada rencana strategis
Kecamatan Kertasari, terdapat beberapa masalah utama yang harus
diselesaikan yaitu :

1) Kurangnya SDM Aparatur yang Berkualitas

2) Kurangnya kepuasan masyarakat terhdap pelayanan publik
Kecamatan Kertasari.

3) Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan Sebagian kewenangan
urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.

4) Belum optimalnya pencapaian kinerja pemerintahan desa,
pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan keuangan desa dan
aset desa.

5) Belum optimalnya pengukuran atas keberhasilan pemerintah desa
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

6) Belum adanya sarana dan prasarana umum untuk kegiatan aktivitas
warga (Olah Raga, Refressing dan kegiatan lainya) berupa Taman
alun — alun.

7) Jarak tempuh yang cukup jauh dengan Pusat Pelayanan di

Kabupaten dengan Kecamatan Kertasari.

Selain isu-isu tersebut terdapat isu belum optimalnya koordinasi
pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Isu
tersebut merupakan isu dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan
monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan Kertasari.
Meskipun isu tersebut tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi,
namun isu tersebut merupakan isu elementer yang harus diselesaikan
sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam
mengimplementasikan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk
perlindungan terhadap masyarakat dan kewajiban bagi seluruh elemen

pada pemerintahan Kabupaten Bandung.
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Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kertasari,

maka ditentukan isu — isu penting yaitu:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan
dari Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk
mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan
adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat,
maka Camat dengan tetap berdasarkan pada asas kepatutan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang
kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang
ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan
Non Pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam
mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

2. Optimalisasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan
kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan,
terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna
mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan
adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh - sungguh
memperhatikan Company/Corporate Social Responsibility (CSR),
maka Kecamatan harus benar benar memanfaatkan peluang
tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pelayanan Prima. Kecamatan Kertasari sebagai salah satu Perangkat
Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan
pelayanan publik, maka harus benar — benar mampu memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat,
akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap
mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang
berlaku. Dan penyelenggaraan prima tersebut diperlukan Standar
pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan
masyarakat baik melalui kegiatan yang ada di tingkat desa maupun
kegiatan sosialisasi kependudukan yang secara intens dilaksanakan
oleh Kecamatan pada tiap tahunnya. Harapannya dengan pelayanan
prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah, menciptakan kepuasan masyarakat dan pada akhirnya
mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.

4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas

aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam
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rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian
pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting maka aparatur yang
ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan
secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan
kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah

aparatur.

. Fasilitasi Pemanfaatan posisi dan potensi sebagai wilayah

Pariwisata, Perdagangan dan Pendidikan yang dimiliki oleh
Kecamatan Kertasari harus sebaik mungkin dapat dimanfaatkan

guna mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakatnya.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana kita ketahui bahwa Visi Kabupaten Bandung

adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit,
Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju, Dan

Berkelanjutan menuju Indonesia Emas”. Penjabaran dari Visi

Kabupaten Bandung tersebut 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.

Lebih Bedas : Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas
memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang
diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-
dasar kehidupan bermasyarakat warka Kabupaten Bandung dalam
membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
Maju : Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju, memiliki arti yaitu
Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan
mencapai kondisi terbaik perkembangan Masyarakat yang
ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang
berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara
nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
hingga melampaui rata-rata Provinsi dan nasional.

Berkelanjutan : Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan,
Memiliki arti yaitu Pembangunan yang optimal dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung
akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara
bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah
mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikamti
oleh Masyarakat Kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan Visi
tersebut dirumuskan misi Pembangunan jangka menengah Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang akan menjadi acuan
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dalam pembuatan program serta kegiatan dalam S (lima) tahun

kedepan. Berikut 5 (Lima) Misi Pembangunan Jangka menegah

daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 :

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul,
Kompetitif dan Berahlak serta penguatan Kesetaraan gender
Melalui Pemberdayaan  Perempuan dan  Mendorong
Perlindungan Bagi Anak;

2) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan
Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal
yang Berkelanjutan;

3) Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik
yang Partisipatif, Transfaran dan Akuntabel;

4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan
Infrastruktur yang Terintegrasi;

5) Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan hasil penelaahan visi dan misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, bahwa Kecamatan mempunyai kewajiban untuk
mensukseskan Misi Nomor 3 yaitu : “Mengoptimalkan tata kelola
pemerintah dan pelayanan publik yang Partisipatif, Transparan dan
Akuntabel”.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung terdapat
permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Kertasari,
meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan
melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus rutin
dilaksanakan setiap bulan, apabila ada permasalahan dan hambatan
semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan
pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program
kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian
permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan. Berikut
adalah Upaya Penanganan yang dapat dilakukan :

a. Pelaksanaan Pembinaan, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan
Teknis terhadap SDM Kecamatan Kertasari dalam hal ini ada pada
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan
administrasi Kepegawaian,;

b. Pelaksanaan Sensus BMD, Pengadaan serta Pemeliharaan Barang
aset Daerah, ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah, Pengadaan



43

Barang Milik Daerah, Administrasi Umum Perangkat Dearah serta
Pemeliharaan Barang Milik Daerah  Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah;
. Pelaksanaan Pembinaan, Pelatihan, Sosialisasi, Konsultasi dan
Koordinasi dengan Pihak terkait Pelayanan Publik yang terdapat
pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
ada di Kecamatan;
. Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berkala dan
berkesinambungan ada pada Program Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa;
. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai di
Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dengan lebih melibatkan
seluruh komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat
meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam berbagai
aspek pembangunan. Disimpan di sub kegiatan fasilitasi
sinkronisasi  perencanaan Pembangunan Daerah dengan
Pembangunan Desa;
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan konsulatsi terhadap
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan Kertasari;
. Mengadakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pihak terkait,
pelatihan keterampilan, pelatihan Manajemen pengelolaan lembaga
perekonomian masyarakat, pengajuan bantuan modal usaha bagi
UKM Pengembangan Teknologi Tepat Guna, pencegahan,
penanganan Stunting Ada pada Program Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan;
. Mengadakan Sosialisasi persampahan, pembentukan B2S dan
pengelolaan sampah serta koordinasi dan konsultasi secara berkala
dan berkesimbungan mengenai persampahan ada pada kegiatan
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan pelayanan publik;
Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya
tantangan, baik Internal maupun eksternal, baik yang sudah
terprediksi maupun tantangan yang tidak terprediksi. Adapun

tantangan tersebut adalah :
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a. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan
kegiatan Kecamatan belum maksimal.

b. Kinerja Aparat Desa belum Maksimal dapat dilihat dari belum
tertibnya administrasi di tingkat desa

c. Sudah terealisasi pengadaan lahan untuk alun-alun Kecamatan
sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana lapang
belum dilaksanakan .

d. Belum terciptanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat

e. Perlu adanya peningkatan keamanan dan ketertiban agar

teelihara keadaan yang kondusif.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan Awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan
dilakukan dengan Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal
Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Pada
tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dapat
dilihat perbedaan yang signifikan dikarenakan adanya Perubahan BSO
dan kekurangan kebutuhan anggaran sehingga terjadi pergeseran antar
sub kegiatan.

Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan
inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang
menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.
Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun
berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan
penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas
untuk dilaksanakan.

Pada tahun anggaran 2025 review rancangan RKPD terhadap hasil

analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran.

Tabel 2.8
Perbedaan Nilai Pagu Ranwal Dengan Hasil Analisis
Pada Program dan Kegiatan

RANWAL HASIL ALASAN
PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF ANALISIS PERBEDAAN
(Rp) KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 3,952,914,350 4,911,263,300
KABUPATEN/KOTA
Pe.:ren.canaan, Penganggaran, dan Evaluasi 3,200,000 39,200,000
Kinerja Perangkat Daerah
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RANWAL HASIL ALASAN
PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF ANALISIS PERBEDAAN
(Rp) KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
Penyusunan Dokumen Perencanaan disesuaikan
yu 1,200,000 2,200,000 dengan
Perangkat Daerah
kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 0 0
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 0 0
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0 0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 0 0
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan disesuaikan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1,000,000 31,000,000 dengan
Kinerja SKPD kebutuhan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0
. disesuaikan
Penyelc.snggaraan Walidata Pendukung 500,000 3,000,000 dengan
Statistik Sektoral Daerah
kebutuhan
. disesuaikan
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik 500,000 3,000,000 dengan
Sektoral Daerah
kebutuhan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,572,164,350 4,313,282,000
disesuaikan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,570,664,350 4,309,082,000 dengan
kebutuhan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 0 0
SKPD
. . disesuaikan
Koordinasi dan. Penyusunan Laporan 500,000 1,500,000 dengan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
kebutuhan
Pengelolaan dan Penyiapan 0 0
Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan disesuaikan
Keuangan 500,000 1,700,000 dengan
Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD kebutuhan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis disesuaikan
Proyll{losis Realisazi Anggaran 500,000 1,000,000 dengan
g 8 kebutuhan
Administrasi Barang Milik Daerah pada 4,000,000 4,000,000
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 4,000,000 4,000,000
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat 18,550,000 15,912,000
Daerah
. . . disesuaikan
iee?egfd;;naiikzlan Dinas Beserta Atribut 10,000,000 B dengan
gKap Yy kebutuhan
o . . disesuaikan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 8,550,000 15,912,000 dengan
Perundang-Undangan
kebutuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah 80,550,000 168,060,000
. . disesuaikan
Fenyediaan Komponen Instlasl
kebutuhan
. disesuaikan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 10,000,000 97,510,000 dengan
Kantor
kebutuhan
disesuaikan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,000,000 4,000,000 dengan
kebutuhan
disesuaikan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 dengan
kebutuhan
. disesuaikan
ooy egf;;agarang Cetakan dan 5,000,000 3,000,000 dengan
8 kebutuhan
disesuaikan
Fasilitasi Kunjungan Tamu 15,550,000 13,550,000 dengan
kebutuhan
. . disesuaikan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 45,000,000 45,000,000 dengan
Konsultasi SKPD
kebutuhan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 10,000,000 26,839,300
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel 5,000,000 26,839,300
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RANWAL HASIL ALASAN
PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF ANALISIS PERBEDAAN
(Rp) KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 5,000,000 0
Pengadaan gedung kantor atau bangunan 0 0
lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
. 0 0
Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 0 0
Lainnya
Penyec'haan Jasa Penunjang Urusan 219,450,000 247,040,000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000 2,000,000
Penyed%aan Jasg KpmumkasL Sumber 37,200,000 17,200,000
Daya Air dan Listrik
disesuaikan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 180,250,000 227,840,000 dengan
kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45,000,000 96,930,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya disesuaikan
pemeliharaan, pajak dan perizinan 20,000,000 66,930,000 dengan
kendaraan dinas operasional atau lapangan kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5,000,000 10,000,000
. e disesuaikan
gggiﬁigg RLZ?SE;}SE‘SI Gedung Kantor 20,000,000 20,000,000 dengan
kebutuhan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 0 0
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan 0 0
Bangunan Lainnya
Jumlah 1 3,952,914,350 4,911,263,300
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 160,000,000 250,017,008
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 0 0
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 0 0
Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan 10,000,000 10,000,000
Sarana Pelayanan Umum
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang
terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan 10,000,000 10,000,000
Prasarana Pelayanan
Umum
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat 150,000,000 240,017,008
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang disesuaikan
terkait dengan Kewenangan Lain yang 150,000,000 240,017,008 dengan
Dilimpahkan kebutuhan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM 50,000,000 35,000,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25,000,000 15,000,000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional 0 0
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
L disesuaikan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh 25,000,000 15,000,000 dengan
Agama dan Tokoh Masyarakat Kk
ebutuhan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 25,000,000 20,000,000
Daerah
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di disesuaikan
Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 25,000,000 20,000,000 dengan
Undangan dan/atau Kepolisian Negara kebutuhan

Republik Indonesia
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RANWAL HASIL ALASAN
PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF ANALISIS PERBEDAAN
(Rp) KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM 55,000,000 90,000,000
Penyelenggargan Urusan Pemerintahan 55,000,000 90,000,000
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara 0 0
Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan disesuaikan
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan 20,000,000 45,000,000 dengan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kebutuhan
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan 0 0
Bangsa
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan disesuaikan
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 15,000,000 15,000,000 dengan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan kebutuhan
Nasional
Penanganan Konflik Sosial Sesuai 0 0
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
. . disesuaikan
P'elak'sanaap Tugas Forum Koordinasi 20,000,000 30,000,000 dengan
Pimpinan di Kecamatan Kk
ebutuhan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN 60,000,000 180,000,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5,000,000 30,000,000
Peningkatan  Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah Perencanaan 0 0
Pembangunan
di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan 0 0
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan disesuaikan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 5,000,000 30,000,000 dengan
Kecamatan kebutuhan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan
Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan 15,000,000 65,000,000
bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki
Desa)

. . disesuaikan
Peningkatan Kapasitas Lembaga 5,000,000 35,000,000 dengan
Kemasyarakatan keb

ebutuhan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga 0 0
Kemasyarakatan

i s . disesuaikan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi 5,000,000 15,000,000 dengan
Masyarakat keb

ebutuhan

e . disesuaikan
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat 5,000,000 15,000,000 dengan
Guna

kebutuhan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 40,000,000 85,000,000
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter
Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran . .
Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan disesuaikan
: 5,000,000 10,000,000 dengan
dan Pengamalan Pancasila dalam Semua kebutuhan
Aspek Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam disesuaikan
Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, 5,000,000 10,000,000 dengan
Warga, dan Kelompok Masyarakat kebutuhan
disesuaikan
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 5,000,000 10,000,000 dengan
kebutuhan
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam . .
Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan disesuaikan
. . 5,000,000 10,000,000 dengan
untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kk
. . ebutuhan
yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam . .
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga disesuaikan
d ; 5,000,000 15,000,000 dengan
an Lingkungan dengan Menerapkan keb
ebutuhan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
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RANWAL HASIL ALASAN
PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF ANALISIS PERBEDAAN
(Rp) KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam . .
Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui disesuaikan
. - 5,000,000 10,000,000 dengan
Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Kk
L1 ebutuhan
Ekonomi Lainnya
disesuaikan
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 5,000,000 10,000,000 dengan
kebutuhan
. disesuaikan
Eﬂfﬁiﬁaiegl;aarga Tanggap Bencana 5,000,000 10,000,000 dengan
kebutuhan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 75,000,000 75,000,000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 75,000,000 75,000,000
Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan
0 0
Peraturan Kepala Desa
i s . . . disesuaikan
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 10,000,000 20,000,000 dengan
Desa
kebutuhan
e disesuaikan
gjﬁgﬁ;‘zgiﬁi‘ﬁzgﬁée;”gan Desa dan 10,000,000 20,000,000 dengan
kebutuhan
digeser
berdasarkan UU
Nomor 3 Tahun
2024 tentang
Perubahan Kedua
Atas UU Nomor 6
Tahun 2014
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala tentang Desa
Desa 20,000,000 B Pasal 39 ayat (1):
Kepala Desa
memegang
jabatan selama 8
(delapan) tahun
terhitung sejak
tanggal
pelantikan.
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan 35,000,000 35,000,000
Pembangunan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,
Fungsi, dan Kewajiban Lembaga 0 0
Kemasyarakatan
Fasilitasi Penyusunan Program
dan Pelaksanaan Pemberdayaan 0 0
Masyarakat Desa
Jumlah 2 400,000,000 630,017,008
Jumlah 1+2 4,352,914,350 5,541,280,308

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang
ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang

secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan

sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam

pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan
diluar kebutuhan. Adapun Review rancangan awal RKPD Kecamatan
Kertasari Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam rencana kegiatan

1 (satu) tahunan yang menjadi acuan dalam menerapkan

program/kegiatan, dapat dilihat pada tabel T-C.31 di bawah ini:



Kecamatan Kertasari

49

Tabel 2.9 Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Kabupaten Bandung

Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2026

Catatan
No X
Pagu Indikatif . Pagu Indikatif Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Indeks Reformasi Birokrasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perangkat Dacrah 61 Point
1 PEMERINTAHAN DAERAH Kec. Kertasari | Nilai AKIP 73,60 Point 3,952,914,350 | PEMERINTAHAN DAERAH Kec. Kertasari 2. Indeks Manajemer'l Risiko 42.70 Point 4,911,263,300
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA ’ P Kk ’
erangkat Daerah
Persentase dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Kec. Kertasari | Evaluasi Kinerja Perangkat 100% 3,200,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Kec. Kertasari | Nilai AKIP 62 Point 39,200,000
Daerah Daerah yang disusun sesuai Daerah
ketentuan dan tepat waktu
Penyusunan Dokumen . | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen . | Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kertasari Perangkat Daerah 2 Dokumen 1,200,000 Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kertasari Perangkat Daerah 2 Dokumen 2,200,000
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan . | Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan . | Laporan Hasil Koordinasi
Dolmen RKA-SKPD. Kec. Kertasari Pegyusunan Dokumen RKA- 1 dokumen O | Dobumen RKA.SKPD Kec. Kertasari Pegyusunan Dokumen RKA- 1 dokumen 0
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan . | RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan . | RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Dokumen Perl,lbahayrr1 RKA-SKPD Kec. Kertasari Koordinasi Penyuslljlnan 1 dokumen 0 Dokumen Perl,lbahayr};1 RKA-SKPD Kec. Kertasari Koordinasi Penyusrl)lnan 1 dokumen 0
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan DPA- . | Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan DPA- . | Laporan Hasil Koordinasi
SKPD ™ Kec. Kertasari Per}:yusunan Dokumen DPA- 1 dokumen 0 SKPD - Kec. Kertasari Pegyusunan Dokumen DPA- 1 dokumen 0
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan . | DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan . | DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Perubahan DPA—SK}F”IE) Kec. Kertasari Koordinasi Penyus}:man 1 dokumen 0 Perubahan DPA—SK}F?E) Kec. Kertasari Koordinasi Penyuslljman 1 dokumen 0
Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja
. . dan Ikhtisar Realisasi Kinerja . . dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil
Laporan Capaian Kinerja dan Kec. Kertasari di -ap 1 dokumen 1,000,000 | Laporan Capaian Kinerja dan Kec. Kertasari di -ap 1 dokumen 31,000,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koor Jnast Per'lyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koor Jnast Per'lyusunan L'aporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat . | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat . | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Daerah ! ¢ Kec. Kertasari Perangkat %aerah K 1 Laporan 0 Daerah ! ¢ Kec. Kertasari Perangkat gaerah K 1 Laporan 0
Penyelenggaraan Walidata ‘}J,umlalh Dokumenv;{;zﬂ " Penyelenggaraan Walidata }J,umlalh Dokumenv;{a?zﬂ "
Pendukung Statistik Sektoral Kec. Kertasari enyeenggaraan idata 2 dokumen 500,000 | Pendukung Statistik Sektoral Kec. Kertasari enyeenggaraan data 2 dokumen 3,000,000

Daerah

Pendukung Statistik Sektoral
Daerah

Daerah

Pendukung Statistik Sektoral
Daerah
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Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2026

Catatan
No .
. Pagu Indikatif Pagu Indikatif Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Data Statistik Sektoral Jumlah Data Statistik Sektoral
Pelaksanaan Pengumpulan Data . | Daerah yang Telah Dikumpulkan Pelaksanaan Pengumpulan Data . | Daerah yang Telah Dikumpulkan
Statistik Sektoral Daerah Kec. Kertasari dan Diperiksa Lingkup Perangkat 2 dokumen 500,000 Statistik Sektoral Daerah Kec. Kertasari dan Diperiksa Lingkup Perangkat 2 dokumen 3,000,000
Daerah Daerah
Administrasi Keuangan Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Persentase Dokumen
Kec. Kertasari | Pelaksanaan Administrasi 100% 3,572,164,350 Kec. Kertasari | Pelaksanaan Administrasi 100% 4,313,282,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Keuangan yang tepat waktu Keuangan yang tepat waktu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan . | Jumlah Orang yang Menerima Penyediaan Gaji dan Tunjangan . | Jumlah Orang yang Menerima
ASN Kec. Kertasari Gaji dan Tunjangan ASN 252 Bulan 3,570,664,350 ASN Kec. Kertasari Gaji dan Tunjangan ASN 252 Bulan 4,309,082,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil
. Kec. Kertasari | Koordinasi dan Pelaksanaan 1 dokumen 0 . Kec. Kertasari | Koordinasi dan Pelaksanaan 1 dokumen 0
Akuntansi SKPD . Akuntansi SKPD X
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
. . Jumlah Laporan Keuangan Akhir . . Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Koordinasi dan Penyusunan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Laporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Kertasari . . p 1 dokumen 500,000 | Laporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Kertasari . . p 1 dokumen 1,500,000
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Jumlah Dokumen Bahan Pengelolaan dan Penyiapan Jumlah Dokumen Bahan
Bahgan Taneeanan P gmeriiksaan Kec. Kertasari | Tanggapan Pemeriksaan dan 1 dokumen 0 Bahgan Taneeanan P gmel:;iksaan Kec. Kertasari | Tanggapan Pemeriksaan dan 1 dokumen 0
88ap Tindak Lanjut Pemeriksaan 88ap Tindak Lanjut Pemeriksaan
Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/ Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/
Laporan Keuan anyu Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Keuangan yu Triwulanan/Semesteran SKPD
p ang Kec. Kertasari | dan Laporan Koordinasi 4 dokumen 500,000 p lang Kec. Kertasari | dan Laporan Koordinasi 4 dokumen 1,700,000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD . SKPD .
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi Kec. Kertasari | Analisis Prognosis Realisasi 1 dokumen 500,000 | Analisis Prognosis Realisasi Kec. Kertasari | Analisis Prognosis Realisasi 1 dokumen 1,000,000
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran
- . - Persentase Pemenuhan Dokumen - . -
Administrasi Barang Milik Kec. Kertasari | Administrasi BMD sesuai 100% 4,000,000 | Administrasi Barang Milik Kec. Kertasari | Lersentase Pemenuhan Dokumen 100% 4,000,000
Daerah pada Perangkat Daerah ketentuan Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi BMD
Penatausahaan Barang Milik . | Jumlah Laporan Penatausahaan Penatausahaan Barang Milik . | Jumlah Laporan Penatausahaan
Daerah pada SKPD Kec. Kertasari Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4,000,000 Daerah pada SKPD Kec. Kertasari Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4,000,000
Persentase dokumen pelaksanaan
Administrasi Kepegawaian . | administrasi kepegawaian Administrasi Kepegawaian . Persgnrase ]Z?okumen .
Kec. Kertasari 100% 18,550,000 Kec. Kertasari | Administrasi Kepegawaian yang 100% 15,912,000
Perangkat Daerah perangkat daerah yang tepat Perangkat Daerah
tepat waktu
waktu
Pengadaan Pakaian Dinas . | Jumlah Paket Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas . | Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kertasari Beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 10,000,000 Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kertasari Beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket
- . . Jumlah Orang yang Mengikuti . . . Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi Kec. Kertasari | Bimbingan Teknis Implementasi 21 Orang 8,550,000 Bimbingan Teknis Implementasi Kec. Kertasari | Bimbingan Teknis Implementasi 21 Orang 15,912,000
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Prosentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Persentase Dokumen pemenuhan
Kec. Kertasari | pelayanan Administrasi Umum 100% 80,550,000 Kec. Kertasari | Pelayanan Administrasi Umum 100% 168,060,000
Daerah . Daerah
yang maksimal Perangkat Daerah
. . Jumlah Paket Komponen . . Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kec. Kertasari g 3 Paket 3,000,000 | Listrik/Penerangan Bangunan Kec. Kertasari g 3 Paket 5,000,000

Kantor

Bangunan Kantor yang

Disediakan

Kantor

Bangunan Kantor yang
Disediakan
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Catatan
No .
Pagu Indikatif Pagu Indikatif Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
Y Kec. Kertasari | Perlengkapan Kantor yang 20 Paket 10,000,000 Y Kec. Kertasari | Perlengkapan Kantor yang 20 Paket 97,510,000
Perlengkapan Kantor L Perlengkapan Kantor L
Disediakan Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Kec. Kertasari Jumlah Paket Per@atan Rumah 9 Paket 2,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Kec. Kertasari Jumlah Paket Pera%atan Rumah 9 Paket 4,000,000
Tangga Tangga yang Disediakan Tangga Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kec. Kertasari Jumlah Paket Bah?n Logistik 0 Paket 0 Penyediaan Bahan Logistik Keec. Kertasari Jumlah Paket .Bah'an Logistik 0 Paket 0
Kantor Kantor yang Disediakan Kantor Kantor yang Disediakan
. Jumlah Paket Barang Cetakan . Jumlah Paket Barang Cetakan
lzeny ediaan Barang Cetakan dan Kec. Kertasari | dan Penggandaan yang 2 Paket 5,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Kec. Kertasari | dan Penggandaan yang 2 Paket 3,000,000
enggandaan N Penggandaan N
Disediakan Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kertasari Jum_l ah Laporan Fasilitasi 2 Laporan 15,550,000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kertasari Jum_l ah Laporan Fasilitasi 2 Laporan 13,550,000
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
Penvelengearaan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penvelengearaan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
yeengg p . Kec. Kertasari | Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3 Laporan 45,000,000 yeengg p . Kec. Kertasari | Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3 Laporan 45,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah nge:dt:;g %ZEZIT erl\l/[iliieliagzzgh Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Dokumen Pelayanan
Penunjang Urusan Pemerintah Kec. Kertasari gac g X 100% 10,000,000 | Penunjang Urusan Pemerintah Kec. Kertasari ey 100% 26,839,300
Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah
Daerah Daerah
Daerah
Pengadaan Mebel Kec. Kertasari Jlflmla.h Paket Mebel yang 3 Paket 5,000,000 | Pengadaan Mebel Kec. Kertasari Jlflmla.h Paket Mebel yang 3 Paket 26,839,300
Disediakan Disediakan
Pgngadaan peralatan dan mesin Kec. Kertasari Jumlah Unit Pel'*alat'an dan Mesin 1 Unit 5,000,000 Pgngadaan peralatan dan mesin Keec. Kertasari Jumlah Unit Pel"alat'an dan Mesin 1 Unit 0
lainnya Lainnya yang Disediakan lainnya Lainnya yang Disediakan
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Pengadaan gedung kantor atau . X . Pengadaan gedung kantor atau . X .
b . Kec. Kertasari | Bangunan Lainnya yang 0 Unit 0 . Kec. Kertasari | Bangunan Lainnya yang 0 Unit 0
angunan lainnya .o bangunan lainnya . on
Disediakan Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana
. | Prasarana Gedung Kantor atau . . | Prasarana Gedung Kantor atau .
Gedung Kantor atau Bangunan Kec. Kertasari . 0 Unit 0 | Gedung Kantor atau Bangunan Kec. Kertasari . 0 Unit 0
Lai Bangunan Lainnya yang . Bangunan Lainnya yang
ainnya . . Lainnya . .
Disediakan Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukune Gedun: Pengadaan Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukune Gedun:
Pendukung Gedung Kantor atau Kec. Kertasari g ung 0 Unit 0 | Pendukung Gedung Kantor atau Kec. Kertasari g ung 0 Unit 0
. Kantor atau Bangunan Lainnya . Kantor atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya S Bangunan Lainnya S
yang Disediakan yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunian Persentase laporan penyediaan Penyediaan Jasa Penunian Persentase laporan penyediaan
Y . Jjang Kec. Kertasari | Jasa Penunjang Urusan 100% 219,450,000 Y . Jjang Kec. Kertasari | Jasa Penunjang Urusan 100% 247,040,000
Urusan Pemerintahan Daerah . Urusan Pemerintahan Daerah .
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 2,000,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 2,000,000
Surat Menyurat Surat Menyurat
Penvediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penvediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Y X et Kec. Kertasari | Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Laporan 37,200,000 Y X et Kec. Kertasari | Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Laporan 17,200,000
Sumber Daya Air dan Listrik e L Sumber Daya Air dan Listrik s L
dan Listrik yang Disediakan dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan J Pelavan. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan J Pelavan. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
enyediaan Jasa relayanan Kec. Kertasari | Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 180,250,000 enyediaan Jasa relayanan Kec. Kertasari | Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 227,840,000
Umum Kantor . . Umum Kantor : .
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik - Pemeliharaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Kec. Kertasari Persentase BMD dalam Kondisi 100% 45,000,000 | Daerah Penunjang Urusan Kec. Kertasari Persentase BMD dalam Kondisi 98.06% 96,930,000

Pemerintahan Daerah

Baik

Pemerintahan Daerah

Baik
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Catatan
No .
. . . N . Pagu Indikatif . . . N . Pagu Indikatif Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kec. Kertasari Dinas atau Kendaraan Dinas 0 Kendaraan 0 Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kec. Kertasari Dinas atau Kendaraan Dinas 0 Kendaraan 0
Kendaraan Perorangan Dinas : Jabatan yang Dipelihara dan Kendaraan Perorangan Dinas : Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya atau Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
biaya pemeliharaan, pajak dan . | Operasional atau Lapangan yang biaya pemeliharaan, pajak dan . | Operasional atau Lapangan yang
perizinan kendaraan dinas Kec. Kertasari Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 16 Kendaraan 20,000,000 perizinan kendaraan dinas Kec. Kertasari Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 16 Kendaraan 66,930,000
operasional atau lapangan dan Perizinannya operasional atau lapangan dan Perizinannya
Pemfeliharaan Peralatan dan Kec. Kertasari Ju_mlah Pera.latgn Qan Mesin 2 Unit 5,000,000 Pemfeliharaan Peralatan dan Kec. Kertasari Jumlah Pera.latgn Qan Mesin 2 Unit 10,000,000
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
Gedung Kantor dan Bangunan Kec. Kertasari | Bangunan Lainnya yang 1 Unit 20,000,000 | Gedung Kantor dan Bangunan Kec. Kertasari | Bangunan Lainnya yang 1 Unit 20,000,000
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Kec. Kertasari | Gedung Kantor atau Bangunan 0 Unit 0 | Sarana dan Prasarana Gedung Kec. Kertasari | Gedung Kantor atau Bangunan 0 Unit 0
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara /Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana . | Gedung Kantor atau Bangunan . Sarana dan Prasarana . | Gedung Kantor atau Bangunan .
Pendukung Gedung Kantor dan Kec. Kertasari Lainnya yang 0 Unit 0 Pendukung Gedung Kantor dan Kec. Kertasari Lainnya yang 0 Unit 0
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya Dipelihara /Direhabilitasi
3,952,914,350 4,911,263,300
PROGRAM PENYELENGGARAAN INDEKS KEPUASAN PROGRAM PENYELENGGARAAN ;’ Ziﬁﬁﬁ;npigk:j:s;:n urusan
PEMERINTAHAN DAN Kec. Kertasari MASYARAKAT 84,39 160,000,000 | PEMERINTAHAN DAN Kec. Kertasari pemerintahan umum dari Kepala 100% 250,017,008
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK
Daerah kepada Camat
Persentase Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Urusan Urusan Pemerintahan yang tidak Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan yang Tidak Persentase pelaksanaan urusan
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Kec. Kertasari | Perangkat Daerah yang ada di 0% 0 | Dilaksanakan oleh Unit Kerja Kec. Kertasari | yang tidak dilaksanakan oleh 0% 0
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna Mendukung Perangkat Daerah yang Ada di unit kerja lain
Kecamatan Pelayanan Prima kepada Kecamatan
Masyarakat di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan
Pelaksanaan Pelayanan kepada Kec. Kertasari Efektifitas Pelaksanaan 0 Laporan 0 Pelaksanaan Pelayanan kepada Kec. Kertasari Efektifitas Pelaksanaan 0 Laporan 0
Masyarakat di Wilayah : Pelayanan kepada Masyarakat p Masyarakat di Wilayah : Pelayanan kepada Masyarakat p
Kecamatan di Wilayah Kecamatan Kecamatan di Wilayah Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Persentase Koordinasi Koordinasi Pemeliharaan Persentase Koordinasi
Prasarana dan Sarana Pelayanan Kec. Kertasari | Pemeliharaan Prasarana dan 100% 10,000,000 | Prasarana dan Sarana Pelayanan Kec. Kertasari | Pemeliharaan Prasarana dan 100% 10,000,000
Umum Sarana Pelayanan Umum Umum Sarana Pelayanan Umum
Koordinasi/Sinergi dengan Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Jumlah Dokumen
Perangkat Daerah dan/atau Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Koordinasi/Sinergi dengan
Instansi Vertikal yang terkait . | Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait . | Perangkat Daerah dan/atau
dalam Pemeliharaan Sarana dan Kec. Kertasari Instansi Vertikal yang Terkait 1 dokumen 10,000,000 dalam Pemeliharaan Sarana dan Kec. Kertasari Instansi Vertikal yang Terkait 1 dokumen 10,000,000
Prasarana Pelayanan dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Pemeliharaan Sarana dan
Umum Prasarana Pelayanan Umum Umum Prasarana Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan Persentase Urusan Pelimpahan Pelaksanaan Urusan Persentase Urusan Pelimpahan
Pemerintahan yang Dilimpahkan Kec. Kertasari 100% 150,000,000 | Pemerintahan yang Dilimpahkan Kec. Kertasari | Kepada Camat yang 100% 240,017,008

kepada Camat

kepada Camat yang dilaksanakan

kepada Camat

Dilaksanakan
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Catatan
No .
. Pagu Indikatif Pagu Indikatif Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gziﬁ:;iz;;lr}jrzzar;erkait Jumlah Laporan Pelaksanaan gziﬁ:;?zizgrziar;erkait Jumlah Laporan Pelaksanaan
yang N Kec. Kertasari | Kewenangan Lain yang 4 Laporan 150,000,000 yang X Kec. Kertasari | Kewenangan Lain yang 4 Laporan 240,017,008
dengan Kewenangan Lain yang o dengan Kewenangan Lain yang o
s Dilimpahkan o Dilimpahkan
Dilimpahkan Dilimpahkan
PROGRAM KOORDINASI Persentase penegakan perda yang PROGRAM KOORDINASI Pz;zt;nt:rsle izgi‘;?::g;??jkan
KETENTRAMAN DAN Kec. Kertasari | berkaitan dengan ketentraman 100% 50,000,000 | KETENTRAMAN DAN Kec. Kertasari Eetenti’,am{:; n dan ketertibin 100% 35,000,000
KETERTIBAN UMUM dan ketertiban umum KETERTIBAN UMUM umnum
Koordinasi Upaya Persentase Koordinasi Upaya Koordinasi Upaya EZEE?;::; Il(Jooard;nam dan
Penyelenggaraan Ketenteraman Kec. Kertasari | Penyelenggaraan Ketenteraman 100% 25,000,000 | Penyelenggaraan Ketenteraman Kec. Kertasari pay 100% 15,000,000
" " " Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum H
dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Sinergitas dengan Kepolisian Jumlah Laporan Hasil Sinergitas
Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara
Tentara Nasional Indonesia dan Kec. Kertasari | Republik Indonesia, Tentara 0 Laporan 0 | Tentara Nasional Indonesia dan Kec. Kertasari | Republik Indonesia, Tentara 0 Laporan 0
Instansi Vertikal di Wilayah Nasional Indonesia dan Instansi Instansi Vertikal di Wilayah Nasional Indonesia dan Instansi
Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan
s Jumlah Laporan Pelaksanaan s Jumlah Laporan Pelaksanaan
Harmonisasi Hubungan dengan Harmonisasi Hubunean dengan Harmonisasi Hubungan dengan Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh Kec. Kertasari & g 2 Laporan 25,000,000 | Tokoh Agama dan Tokoh Kec. Kertasari & g 2 Laporan 15,000,000
Tokoh Agama dan Tokoh Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat Masyarakat
Masyarakat Masyarakat
Koordinasi Penerapan dan Persentase Koordinasi Penerapan Koordinasi Penerapan dan Persentase Koordinasi Penerapan
Penegakan Peraturan Daerah dan | Kec. Kertasari | dan Penegakan Peraturan Daerah 100% 25,000,000 | Penegakan Peraturan Daerah dan | Kec. Kertasari | dan Penegakan Peraturan Daerah 100% 20,000,000
Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlgh Lgpoxjan . Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlgh Lgpoxjan .
Koordinasi/Sinergi dengan Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang Tugas P kat D h Ta Perangkat Daerah yang Tugas P kat D h Tu
dan Fungsinya di Bidang . erangkat jJaeran yang “ugas dan Fungsinya di Bidang . erangkat jaeran yang “ugas
Kec. Kertasari | dan Fungsinya di Bidang 2 Laporan 25,000,000 Kec. Kertasari | dan Fungsinya di Bidang 2 Laporan 20,000,000
Penegakan Peraturan Perundang- Penegakan Peraturan Perundang-
. Penegakan Peraturan Perundang- .. Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Kepolisian d d lisi Undangan dan/atau Kepolisian d d lisi
Negara Republik Indonesia Undangan an‘/ atau Kepp 1s1an Negara Republik Indonesia Undangan an‘/ atau Kepp 1s1an
Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia
Persentase capaian keberhasilan Persentase koordinasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN . L o PROGRAM PENYELENGGARAAN . o
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Kertasari urusan pemerintahan umum 100% 55,000,000 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Kertasari | pelaksanaan penyelenggaraan 100% 90,000,000
yang ditugaskan kepala daerah urusan pemerintahan umum
Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan Umum sesuai Kec. Kertasari Urusan Pemerintahan Umum 100% 55,000,000 Pemerintahan Umum sesuai Kec. Kertasari Urusan Pemerintahan Umum 100% 90,000,000
Penugasan Kepala Daerah Sesuai Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Jumlgh Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Jumla_lh Orang yang Mengikuti
Pembinaan Wawasan Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Kebangsaan dan Ketahanan
. Kebangsaan dan Ketahanan N Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka N Nasional dalam rangka N
Nasional dalam rangka Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Memantapkan Pengamalan
. Memantapkan Pengamalan . Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- . Pancasila, Pelaksanaan Undang- .
. . Pancasila, Pelaksanaan Undang- . . Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Kec. Kertasari X 0 Orang 0 | Undang Dasar Negara Republik Kec. Kertasari X 0 Orang 0
. Undang Dasar Negara Republik . Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, . Indonesia Tahun 1945, .
. : Indonesia Tahun 1945, . : Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika . . Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika . -
Pelestarian Bhinneka Tunggal Tka Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan serta Pemertahanan dan
. serta Pemertahanan dan . serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara . Pemeliharaan Keutuhan Negara .
Kesatuan Republik Indonesia Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia Kesatuan Republik Indonesia
Fasilitasi, Koordinasi dan Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti 250 Orang 20,000,000 Fasilitasi, Koordinasi dan Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti 250 Orang 45,000,000

Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,

Fasilitasi, Koordinasi dan

Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,

Fasilitasi, Koordinasi dan
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Catatan
No .
. . . N . Pagu Indikatif . . . N . Pagu Indikatif Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Konsultasi) Wawasan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Kebangsaan dan Ketahanan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Konsultasi) Wawasan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional Nasional
Pembinaan Persatuan dan . Jumlgh Orang yang Mengiluti Pembinaan Persatuan dan . Jumlgh Orang yang Mengikuti
Kec. Kertasari | Pembinaan Persatuan dan 0 Orang 0 Kec. Kertasari | Pembinaan Persatuan dan 0 Orang 0
Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa
Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa
Pembinaan Kerukunan Antar Jumlgh Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Jumlgh Orang yang Mengikuti
Pembinaan Kerukunan Antar Pembinaan Kerukunan Antar
Suku dan Intra Suku, Umat Suku dan Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Suku dan Intra Suku , Umat
TOTAL . ’ : . Kec. Kertasari | Beragama, Ras, dan Golongan 220 Orang 15,000,000 . ’ : . Kec. Kertasari | Beragama, Ras, dan Golongan 220 Orang 15,000,000 | -
Lainnya Guna Mewujudkan . X Lainnya Guna Mewujudkan . X
o Lainnya Guna Mewujudkan o Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, e Stabilitas Keamanan Lokal, e
X . Stabilitas Keamanan Lokal, X . Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional X . Regional, dan Nasional X .
Regional, dan Nasional Regional, dan Nasional
Penanganan Konflik Sosial Jumlah Laporan Konflik yang Penanganan Konflik Sosial Jumlah Laporan Konflik yang
Sesuai Ketentuan Peraturan Kec. Kertasari | Ditangani Sesuai Ketentuan Laporan 0 | Sesuai Ketentuan Peraturan Kec. Kertasari | Ditangani Sesuai Ketentuan Laporan 0
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Forum Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di Kec. Kertasari | Koordinasi Pimpinan di 12 Dokumen 20,000,000 | Koordinasi Pimpinan di Kec. Kertasari | Koordinasi Pimpinan di 12 Dokumen 30,000,000
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Capaian Program dan PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Lembaga
MASYARAKAT DESA DAN Kec. Kertasari | Kegiatan Pemberdayaan 100% 60,000,000 | MASYARAKAT DESA DAN Kec. Kertasari | Kemasyarakatan Desa dan 100% 180,000,000
KELURAHAN Masyarakat Desa dan Kelurahan KELURAHAN Kelurahan yang dibina
Koordinasi Kegiatan Kec. Kertasari Persentase koordinasi kegiatan 100% 5,000,000 Koordinasi Kegiatan Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Kegiatan 100% 30,000,000
Pemberdayaan Desa pemberdayaan desa Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa
Peningkatan  Partisipasi Jumlah Lembaga Peningkatan  Partisipasi Jumlah Lembaga
Masyarakat dalam Forum Kemasyarakatan yang Masyarakat dalam Forum Kemasyarakatan yang
. e 0 Lembaga . e 0 Lembaga
Musyawarah Perencanaan Kec. Kertasari | Berpartisipasi dalam Forum 0 | Musyawarah Perencanaan Kec. Kertasari | Berpartisipasi dalam Forum 0
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Pembangunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musyawarah Perencanaan
di Desa Pembangunan di Desa di Desa Pembangunan di Desa
. s . Jumlah Dokumen Sinkronisasi . c . Jumlah Dokumen Sinkronisasi
Sinkronisasi Program Kerja dan X X Sinkronisasi Program Kerja dan X X
. Program Kerja dan Kegiatan . Program Kerja dan Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat yan, Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat yan,
Masyarakat yang Dilakukan oleh Kec. Kertasari X Y yar yang 0 Dokumen 0 | Masyarakat yang Dilakukan oleh Kec. Kertasari X Y yar yang 0 Dokumen 0
. . Dilakukan oleh Pemerintah dan . . Dilakukan oleh Pemerintah dan
Pemerintah dan Swasta di i, . Pemerintah dan Swasta di P, .
. . Swasta di Wilayah Kerja . . Swasta di Wilayah Kerja
Wilayah Kerja Kecamatan Wilayah Kerja Kecamatan
Kecamatan Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan %fog{liia‘f;t;‘:;;(ogézgtiimngkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan %?;121?3;izliggaggtzinmgkatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kec. Kertasari g . 2 Laporan 5,000,000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kec. Kertasari g . 2 Laporan 30,000,000
. Pemberdayaan Masyarakat di . Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan X Wilayah Kecamatan "
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan (Urusan Persentase lembaga Kecamatan (Urusan Persentase Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kec. Kertasari kemasyarakatan gan terfasilitasi 100% 15,000,000 | Pemberdayaan Masyarakat Kec. Kertasari | Kemasyarakatan yang 100% 65,000,000
Dilaksanakan oleh Kecamatan Y yang Dilaksanakan oleh Kecamatan Terfasilitasi dan Dibina
bagi Pemerintah Kota yang Tidak bagi Pemerintah Kota yang Tidak
Memiliki Desa) Memiliki Desa)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Lembaga 2 Lembaga Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Lembaga 2 Lembaga
g b g Kec. Kertasari | Kemasyarakatan yang g 5,000,000 g b g Kec. Kertasari | Kemasyarakatan yang & 35,000,000
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarakatan

Ditingkatkan Kapasitasnya

Ditingkatkan Kapasitasnya
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Catatan
No .
. Pagu Indikatif Pagu Indikatif Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana
Prasarana Lembaga Kec. Kertasari | Lembaga Kemasyarakatan yang 0 Unit 0 | Prasarana Lembaga Kec. Kertasari | Lembaga Kemasyarakatan yang 0 Unit 0
Kemasyarakatan Disediakan Kemasyarakatan Disediakan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Laporan Fasilitasi Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Laporan Fasilitasi
. g g Kec. Kertasari | Pengembangan Usaha Ekonomi 2 Laporan 5,000,000 . g g Kec. Kertasari | Pengembangan Usaha Ekonomi 2 Laporan 15,000,000
Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakat
Masyarakat Masyarakat
P . Jumlah Laporan Fasilitasi P . Jumlah Laporan Fasilitasi
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Kec. Kertasari | Pemanfaatan Teknologi Tepat 2 Laporan 5,000,000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Kec. Kertasari | Pemanfaatan Teknologi Tepat 2 Laporan 15,000,000
Tepat Guna Tepat Guna
Guna Guna
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Persentase keluarea Pemberdayaan dan Kesejahteraan P:;E?;ZZE fszﬁi{)a;ldia;lan dan
Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kec. Kertasari e gays 100% 40,000,000 | Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kec. Kertasari | PS™" yaan 100% 85,000,000
terfasilitasi Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Kecamatan dan Kelurahan
Pembentukan dan Penumbuhan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Jumlah Keluarga yang Mengikuti
X Pembentukan dan Penumbuhan X Pembentukan dan Penumbuhan
Karakter Keluarga Melalui X Karakter Keluarga Melalui X
X Karakter Keluarga Melalui X Karakter Keluarga Melalui
Peningkatan Kesadaran X Peningkatan Kesadaran X
Masyarakat akan Pentingnya Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Peningkatan Kesadaran
Kec. Kertasari | Masyarakat akan Pentingnya 20 Keluarga 5,000,000 Kec. Kertasari | Masyarakat akan Pentingnya 20 Keluarga 10,000,000
Penghayatan dan Pengamalan Penghayatan dan Pengamalan
B Penghayatan dan Pengamalan B Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua Aspek B Pancasila dalam Semua Aspek B
X Pancasila dalam Semua Aspek X Pancasila dalam Semua Aspek
Kehidupan Bermasyarakat, : Kehidupan Bermasyarakat, X
Kehidupan Bermasyarakat, Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara Berbangsa, dan Bernegara
Berbangsa, dan Bernegara Berbangsa, dan Bernegara
Peningkatan Kesadaran Keluarga Jun'llal'f{ Keluarga ﬂang Mer;gl kuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Jun'llal;{ Keluarga }éang Mer;gl kuti
dalam Membangun Kerja Sama Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Peningkatan Kesadaran Keluarga
Kec. Kertasari | dalam Membangun Kerja Sama 20 Keluarga 5,000,000 Kec. Kertasari | dalam Membangun Kerja Sama 20 Keluarga 10,000,000
antar-Keluarga, Warga, dan I antar-Keluarga, Warga, dan I
Kelompok Masyarakat antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat antar-Keluarga, Warga, dan
Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat
. Jumlah Keluarga yang Mengikuti . Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Peningkatan Ketahanan Pangan Kec. Kertasari | Peningkatan Ketahanan Pangan 20 Keluarga 5,000,000 Peningkatan Ketahanan Pangan Kec. Kertasari | Peningkatan Ketahanan Pangan 20 Keluarga 10,000,000
Keluarga Keluarga
Keluarga Keluarga
Peningkatan Kesadaran Keluarga J“mlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti
. L3 Peningkatan Kesadaran Keluarga . L3 Peningkatan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Pendidikan . i dalam Peningkatan Pendidikan . i
dan Keterampilan untuk dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk dalam Peningkatan Pendidikan
N Kec. Kertasari | dan Keterampilan untuk 20 Keluarga 5,000,000 N Kec. Kertasari | dan Keterampilan untuk 20 Keluarga 10,000,000
Mewujudkan Sumber Daya X Mewujudkan Sumber Daya X
: : Mewujudkan Sumber Daya : : Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan X : Manusia yang Berkualitas dan X :
K Manusia yang Berkualitas dan K Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing . Berdaya Saing .
Berdaya Saing Berdaya Saing
Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti
N Penumbuhan Kesadaran N Penumbuhan Kesadaran
Keluarga dalam Peningkatan Keluarga dalam Peningkatan Keluarga dalam Peningkatan Keluarga dalam Peningkatan
Derajat Kesehatan Keluarga dan Kec. Kertasari ATe & 20 Keluarga 5,000,000 | Derajat Kesehatan Keluarga dan Kec. Kertasari Are £ 20 Keluarga 15,000,000
. Derajat Kesehatan Keluarga dan . Derajat Kesehatan Keluarga dan
Lingkungan dengan Menerapkan ingl K Lingkungan dengan Menerapkan ingl "
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Lingkungan Dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti
N Penumbuhan Kesadaran . Penumbuhan Kesadaran
Keluarga dalam Peningkatan Keluarga dalam Peningkatan Keluarga dalam Peningkatan Keluarga dalam Peningkatan
Taraf Hidup Keluarga Melalui Kec. Kertasari & g 20 Keluarga 5,000,000 | Taraf Hidup Keluarga Melalui Kec. Kertasari & g 20 Keluarga 10,000,000

Kehidupan Berkoperasi dan
Pengembangan Ekonomi Lainnya

Taraf Hidup Keluarga melalui
Kehidupan Berkoperasi dan

Pengembangan Ekonomi Lainnya

Kehidupan Berkoperasi dan
Pengembangan Ekonomi Lainnya

Taraf Hidup Keluarga melalui
Kehidupan Berkoperasi dan
Pengembangan Ekonomi Lainnya
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Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2026

Catatan
No .
Pagu Indikatif Pagu Indikatif Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. Jumlah Keluarga yang Mengikuti . Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Pelatihan Keluarga Tanggap Kec. Kertasari | Pelatihan Keluarga Tanggap 20 Keluarga 5,000,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Kec. Kertasari | Pelatihan Keluarga Tanggap 20 Keluarga 10,000,000
Bencana Alam Bencana Alam
Bencana Alam Bencana Alam
. Jumlah Keluarga yang Mengikuti . Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Pelatihan Keluarga Tanggap Kec. Kertasari | Pelatihan Keluarga Tanggap 20 Keluarga 5,000,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Kec. Kertasari | Pelatihan Keluarga Tanggap 20 Keluarga 10,000,000
Bencana Rumah Tangga Bencana Rumah Tangga
Bencana Rumah Tangga Bencana Rumah Tangga
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang dibina dan PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase pembinaan monitorin
PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Kertasari . . yang 100% 75,000,000 | PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Kertasari p . g 100% 75,000,000
DESA diawasi DESA dan evaluasi pemerintahan desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Capaian Keberhasilan Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Desa vang Dibina dan
Koordinasi Pembinaan dan Kec. Kertasari | Pembinaan dan Pengawasan 100% 75,000,000 | Koordinasi Pembinaan dan Kec. Kertasari . . yang 100% 75,000,000
. . . Diawasi
Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Jumlah Dokumen yang
Fasilitasi Penyusunan Peraturan . | Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Peraturan . | Difasilitasi dalam rangka
Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Kertasari Penyusunan Peraturan Desa dan 0 Dokumen 0 Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Kertasari Penyusunan Peraturan Desa dan 0 Dokumen 0
Peraturan Kepala Desa Peraturan Kepala Desa
Jumlah Dokumen yang Jumlah Dokumen yang
Fasilitasi Administrasi Tata . | Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Administrasi Tata . | Difasilitasi dalam rangka
Pemerintahan Desa Kec. Kertasari Administrasi Tata Pemerintahan 2 Dokumen 10,000,000 Pemerintahan Desa Kec. Kertasari Administrasi Tata Pemerintahan 2 Dokumen 20,000,000
Desa Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan "]]3"11;: ;ﬁﬁi‘;ﬁgg f;r}; inia Fasilitasi Pengelolaan Keuangan "];lllfr: slﬁﬁeg?ﬁz;l re:rS; inia
Desa dan Pendayagunaan Aset Kec. Kertasari g 2 Dokumen 10,000,000 | Desa dan Pendayagunaan Aset Kec. Kertasari g 2 Dokumen 20,000,000
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa dan
Desa Desa
Pendayagunaan Aset Desa Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Jumlah Dokumen Fasilitasi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Jumlah Dokumen Fasilitasi
Kec. Kertasari | dalam rangka Pelaksanaan 5 Dokumen 20,000,000 Kec. Kertasari | dalam rangka Pelaksanaan 5 Dokumen -
Kepala Desa L Kepala Desa L
Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Kec. Kertasari Perencanaan Pembangunan 2 Dokumen 35,000,000 Perencanaan Pembangunan Kec. Kertasari Perencanaan Pembangunan 2 Dokumen 35,000,000
Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan
Desa Desa Desa Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,
Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kec. Kertasari | Jumlah laporan pembinaan PKK 0 Laporan 0 | Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kec. Kertasari | Jumlah laporan pembinaan PKK 0 Laporan 0
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Fasilitasi Penyusunan Program e Fasilitasi Penyusunan Program e
dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kec. Kertasari Jun}'lah Peserta Soswl'hsam O Peserta 0 | dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kec. Kertasari Jun}'lah Peserta Sosm'hsam O Peserta 0
Kebijakan Usaha Kecil Menengah Kebijakan Usaha Kecil Menengah
Masyarakat Desa Masyarakat Desa
Jumlah 2 400,000,000 Jumlah 2 630,017,008
Jumlah 1+2 4,352,914,350 | Jumlah 1+2 5,541,280,308
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kecamatan Kertasari telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada Tahun 2025
untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026. Dan
berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang tidak terdapat usulan

program dan kegiatan dari masyarakat.

Tabel 2.10 Tabel T.C-32
Usulan Program dan Kegiatan dan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Bandung

Kecamatan Kertasari

Indikator Besaran/
Kinerja Volume

(1) (2 3 (4) () (6)

NIHHIL

No Program Kegiatan Lokasi Catatan
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BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk
menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang dimiliki serta kendala - kendala yang ada dalam kurun
waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara
efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung.
Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan
good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran
Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.
Peranan Kecamatan sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan
pelaksanaan tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :
1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam
2. rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat,
upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan
dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan
pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan
masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum
dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
3. Mengoptimalkan pemerintahan

pelaksanaan kewenangan

yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi,
pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan
kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk lebih jelasnya program yang mendukung prioritas Daerah dan

Prioritas Nasional Dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Dukungan Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung
Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten dan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional

Prioritas Provinsi

Prioritas Daerah

Program Kecamatan

PN 7 Memperkuat
Reformasi Politik,
Hukum, dan Birokrasi,
serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi,

P4 Mewujudkan
Masyarakat dan
Birokrasi yang
Adaptif, Berorientasi
Pelayanan sesuai
dengan Prinsip Good
dan Clean
Governance

P13 Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Aparatur,
Transformasi Tata
Kelola Pemerintahan,
dan Pelayanan Publik

1. Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/
Kota

2. Program

Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
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Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Prioritas Daerah Program Kecamatan

3. Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

4. Program Koordinasi
Ketentraman Dan
Ketertiban Umum

5. Program
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum

6. Program Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kertasari

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan,
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu
Satuan Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus
menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah
perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan
tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis
sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri
agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu
dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan
sehingga dapat meningkatkan akuntabililtas kinerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dan manfaat masyarakat pada khususnya.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat
eksis, antisipatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran
yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra
yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun
2025-2029 berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung
Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam
RPJMD 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih
Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS) , Maju, Dan
Berkelanjutna menuju Indonesia Emas”. Visi tersebut dijabarkan ke
dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan yaitu :

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul,
Kompetitif dan Berahlak serta penguatan Kesetaraan gender Melalui
Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;

2) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong
Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang

Berkelanjutan;
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3) Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang
Partisipatif, Transfaran dan Akuntabel;

4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan
Infrastruktur yang Terintegrasi;

S5) Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Agar Visi dan Misi tersebut dapat diwujudkan, maka Kecamatan
Kertasari menetapkan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan
berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RJMD Kabupaten
Bandung Tahun 2025-2029 dan berpedoman kepada visi dan misi Bupati.
Serta berpedoman kepada Renstra 2025-2029. Adapun Tujuan dan

Sasaran Kecamatan Kertasari dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertasari

Tujuan RPJMD:
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Indikator Tujuan :
Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran RPJMD:
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transfaram,
Akuntabel, Efektif dan Efisien
Indikator Tujuan :
Indeks Reformasi Birokrasi

_I—J

L
Tujuan Kecamatan:
Indikator Tujuan :
Laju Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Kecamatan:
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
Kecamatan
Indikator Tujnan :
Nilai TKM
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A. Tujuan
Tujuan Kecamatan Kertasari dalam penyelenggaraan Pemerintahan
yaitu:
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan rencana yang
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang
meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan
Sumber Daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan
dilakukan setiap tahunnya.
B. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk
dapat dilaksankan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun
sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kertasari untuk tahun 2026
adalah:
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
Kecamatan.
Adapun target kinerja Kecamatan Kertasari Tahun 2026 dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.2
Target Kinerja Kecamatan Kertasari Tahun 2026
Tujuan Sasaran . . Indikator Target
Kecamatan Kecamatan Indikator Tujuan Sasaran 2026
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya Laju Indeks Kepuasan 0,40
kualitas Masyarakat (IKM)
Pelayanan Publik
Meningkatnya Nilai IKM 85,89
Kepuasan Poin
Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Kecamatan

Sumber Renstra Kecamatan Kertasari 2025-2029

Untuk memperjelas kerangka kerja dari Tujuan dan sasaran

Perangkat Daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tabel 3.2 merupakan matriks

indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya

berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Kecamatan Kertasari pada Tahun Anggaran 2026 Berikut ini :
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Tabel 3.3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

Indikator
No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket.
Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan
Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Meningkatnya Tata
1 PEMERINTAHAN DAERAH Kelola Internal
KABUPATEN/ KOTA Perangkat Daerah
Terlaksananya
Perencanaan
11 Perencapagn, l?enganggaran,dan Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah e .
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
11.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah DokumenPerencanaan
o Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
112 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
o RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
113 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
o Perubahan RKA SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
114 Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA-SKPD

SKPD

dan Laporan Hasil Koordinasi
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Indikator
No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket.
Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
115 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
o Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian
L Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan L i1
1.1.6 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi K1nerJ.a SK.PD dan Laporan Hasi
Kinerja SKPD Koorc'hnas&' Per?yusunan L.aporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi
o Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
118 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Penyelenggaraan Walidata
o Statistik Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral
Daerah
Jumlah Data Statistik Sektoral
11.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Daerah yang telah Dikumpulkan
o Statistik Sektoral Daerah dan diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah
Terlaksananya
Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi
1.2 Daerah Keuangan
Perangkat daerah
yang sesuai SAP
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima
o Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan
1.2.2 Hasil Koordinasi Penyusunan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
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Indikator
No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket.
Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Dokumer} Bahan
1.2.3 Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan Laporan
1.2.4 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Koordinasi Penyusunan Laporan
Semesteran SKPD Keuangan Bulanan
/Triwulanan/ Semesteran
SKPD
. Jumlah Dokumen Pelaporan dan
1.2.5 Penyu sunan Pglapgran dan Analisis Analisis Prognosis Realisasi
Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran
13 Administrasi Barang Milik Daerah Terlaksananya
) pada Perangkat Daerah Administrasi BMD
13.4 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan
o pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya
14 Administrasi Kepegawaian Perangkat Administrasi
’ Daerah Kepegawaian yang
Tepat Waktu
14.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas
T Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan
Bimbingan Teknis Implementasi Jl.lmléh Orang y ang Mengikuti .
1.4.5 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya
1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pelayapan .
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Jumlah Paket Komponen
151 Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/ Penerangan

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Bangunan Kantor yang
Disediakan
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Indikator
No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket.
Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
. Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan
1.5.2 Perlengkapan Kantor yang
Perlengkapan Kantor .
Disediakan
1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket P erglatan Rumah
tangga yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan
1.5.5 Penpeandaan dan Penggandaan yang
g8 Disediakan
1.5.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jum'lah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan
1.5.9 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksananya
1.6 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang
Jang Milik Daerah
1.6.2 Pengadaan Mebel Jlflmla.lh Paket Mebel yang
Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan
1.6.3 . . . L
Lainnya Mesin Lainnya yang Disediakan
Terlaksananya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa
1.7 . .
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
. Jumlah Laporan Penyediaan
1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Lapo'ran‘ Penyediaan
1.7.2 Dava Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya
y Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan
1.7.4 Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kantor . .
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya
1.8 Penunjang Urusan Pemerintahan Barang Milik
Daerah Daerah
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Indikator
No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket.
Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan
18.1 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
o Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan
Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
1892 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan Mesin
T Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedu}'l g Kantor dan
1.8.3 Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
gu Y Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan é‘;gﬁih ;il;ir;? a(i:f; BPé‘isa;e;rLa
1.8.4 Prasarana Gedung Kantor atau Lainnyi yang g1
Bangunan Lainnya Dipelihara /Direhabilitasi
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana ;gﬁzﬁusfraéﬁiiin Fl’é*:z?;?na
1.8.5 dan Prasarana Pendukung Gedung atau Ban ggu nan Leglinnya yang
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Meningkatnya kapasitas
PROGRAM PENYELENGGARAAN lgzllzrrnnb;geiaréllgf:irﬁsti
2 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN . g
PUBLIK pemerintahan umum
sebagai perpanjangan
tangan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan ’ll;er§e1enggarany a
. . eglatan
Pemerintahan yang Tidak emerintahan van
2.2 Dilaksanakan oleh Unit Kerja b . yang
. tidak dilaksanakan
Perangkat Daerah yang Ada di . . .
Kecamatan oleh unit kerja lain
di kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan %?erﬁ?fi;ang:ﬁlsgizﬁkatan
2.2.1 Pelayanan kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Terselenggaranya
) dan Sarana Pelayanan Umum koordinasi
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Indikator
No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket.
Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
pemeliharaan
prasarana dan
sarana pelayanan
umum
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah dan/atau Instansi Vertikal Persentase pelaksanaan urusan
2.3.1 yang terkait dalam Pemeliharaan yang tidak dilaksanakan oleh
Sarana dan Prasarana Pelayanan unit kerja lain
Umum
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terselengggrany a
2.4 o urusan pelimpahan
yang Dilimpahkan kepada Camat kepada camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan
2.4.2 yang terkait dengan Kewenangan Lain Kewenangan Lain yang
yang Dilimpahkan Dilimpahkan
Menimgkatnya
kapasitas dan peran
Lembaga
PROGRAN PEMBERDATAAN Kemasyaraetan bess
3 MASYARAKAT DESA DAN mendukung
KELURAHAN
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pemberdayaan
masyarakat
Persentase
31 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Koordinasi Kegiatan
’ Desa Pemberdayaan
Desa
Jumlah Lembaga
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kemasyarakatan yang
3.1.1 dalam Forum Musyawarah Beartisipasi dalam Forum

Perencanaan Pembangunan di Desa

Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
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Indikator
No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket.
Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
Peningkatan Efektifitas Kegiatan \élflen;?jilt;,:r;é)eraiztlgflnlngkatan
3.1.2 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah g K .
Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Terselencearanva
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sclengs Y
fasilitasi dan
(Urusan Pemberdayaan Masyarakat .
3.2 . . pembinaan lembaga
Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi kemasvarakatan
Pemerintah Kota yang Tidak Memilik . y
Desa) tingkat kecamatan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Lembaga
3.2.1 Kemasvarakatan kemasyarakatan yang
y Ditingkatkan Kapasitasnya
Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Laporan Fasilitasi .
3.2.2 Ekonomi Masvarakat Pengembangan Usaha Ekonomi
Y Masyarakat
ey . Jumlah Laporan Fasilitasi
323 galtls;gta51 Pemanfaatan Teknologi Tepat Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna
Terselenggaranya
fasilitasi dan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan pZEEIerI{Z:naan dan
3.3 Keluarga Tingkat Kecamatan dan i oh Y
Kelurahan esejahteraan
keluarga tingkat
kecamatan dan
kelurahan
Pembentukan dan Penumbuhan Jumlah Keluarga yang
Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Mengikuti Pembentukan dan
Kesadaran Masyarakat akan Penumbuhan Karakter Keluarga
3.3.1 Pentingnya Penghayatan dan Melalui Peningkatan Kesadaran

Pengamalan Pancasila dalam Semua
Aspek Kehidupan Bermasyarakat
Berbangsa dan Bernegara

Masyarakat akan Pentingnya
Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua Aspek
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Indikator
No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket.
Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
Kehidupan Bermasyarakat
Berbangsa dan Bernegara
Jumlah Keluarga yang
Peningkatan Kesadaran Keluarga Mengikuti Peningkatan
3.3.0 dalam Membangun Kerja Sama antar- Kesadaran Keluarga dalam
o Keluarga Warga dan Kelompok Membangun Kerja Sama antar-
Masyarakat Keluarga Warga dan Kelompok
Masyarakat
Peningkatan Ketahanan Pangan Jumlah Keluarga yang
3.3.3 Keluarga Mengikuti Peningkatan
Ketahanan Pangan Keluarga
Jumlah Keluarga yang
Peningkatan Kesadaran Keluarga Meng&kuu Perimgkatilnl
dalam Peningkatan Pendidikan dan Kes? aran Ke varga dalam
. . Peningkatan Pendidikan dan
3.3.4 Keterampilan untuk Mewujudkan :
Sumber Daya Manusia yang Ketergmpllan untuk
Berkualitas dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing
Jumlah Keluarga yang
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Mengikuti Penumbuhan
dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Kesadaran Keluarga dalam
3.3.5 Keluarga dan Lingkungan dengan Peningkatan Derajat Kesehatan
Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Keluarga dan Lingkungan
dan Sehat Dengan Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
Jumlah Keluarga yang
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Mengikuti Penumbuhan
dalam Peningkatan Taraf Hidup Kesadaran Keluarga dalam
3.3.6 Keluarga Melalui Kehidupan Peningkatan Taraf Hidup

Berkoperasi dan Pengembangan
Ekonomi Lainnya

Keluarga melalui Kehidupan
Berkoperasi dan Pengembangan
Ekonomi Lainnya
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Indikator
No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket.
Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
: Jumlah Keluarga yang
3.3.7 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Mengikuti Pelatihan Keluarga
Alam
Tanggap Bencana Alam
Jumlah Keluarga yang
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Mengikuti Pelatihan Keluarga
3.3.8
Rumah Tangga Tanggap Bencana Rumah
Tangga
Meningkatnya
efektivitas koordinasi
PROGRAM KOORDINASI dalam penegakan
4 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Peraturan Daerah guna
UMUM mewujudkan kondisi
masyarakat yang
tentram dan tertib
Terselenggaranya
koordinasi dan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan pembinaan upaya
4.1 .
Ketenteraman dan Ketertiban Umum penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Lapor'ap Hasil Sinergitas
. . , dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional . :
4.1.1 . . . . Republik Indonesia, Tentara
Indonesia dan Instansi Vertikal di . . .
Wilavah Kecamatan Nasional Indonesia dan Instansi
Y Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Pelaksanaan
410 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan
o Agama dan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
Terselenggaranya
Koordinasi Penerapan dan Penegakan koordinasi
4.2 Peraturan Daerah dan Peraturan penerapan dan
Kepala Daerah penegakan

Peraturan Daerah
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Indikator
No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket.
Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
dan Peraturan
Kepala Daerah
Jumlah Laporan Koordinasi/
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Sinergi dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Daerah yang Tugas dan
4.2.1 Bidang Penegakan Peraturan Fungsinya di Bidang Penegakan
Perundang-Undangan dan/atau Peraturan Perundang-
Kepolisian Negara Republik Indonesia Undangan dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia
Persentase capaian
keberhasilan urusan
pemerintahan umum
Meningkatnya
efektivitas koordinasi
5 PROGRAM PENYELENGGARAAN kecamatan dalam
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum di
wilayah kerja
kecamatanyang
ditugaskan kepala
daerah
Terselenggaranya
Penyelenggaraan Urusan keglatgn urusan
5.1 Pemerintahan Umum sesuai pemermtahap
Penugasan Kepala Daerah umum sesuat
penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan g:;qnlloail;lagga\?]igv a;rslaglrll\/lengkuu
Ketahanan Nasional dalam rangka Kebangsaan dan Ketahanan
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Nasional dalam rancka
5.1.1 Pelaksanaan Undang-Undang Dasar g

Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika serta Pemertahanan dan

Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
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Indikator
No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket.
Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
Pemeliharaan Keutuhan Negara Pelestarian Bhinneka Tunggal
Kesatuan Republik Indonesia Ika serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang Mengikuti
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Fasilitasi, Koordinasi dan
510 (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
o Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Konsultasi) Wawasan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Jumla}h orang yang Mengikuti
5.1.3 Pembinaan Persatuan dan
Bangsa
Kesatuan Bangsa
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Pembinaan Kerukunan Antar
Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Suku dan Intra Suku , Umat
5.1.4 Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Beragama, Ras, dan Golongan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Lainnya Guna Mewujudkan
dan Nasional Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Jumlah Laporan Konflik yang
Ketentuan Peraturan Perundang- Ditangani Sesuai Ketentuan
Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlgh nggmep Tuga}s Forum
5.1.5 o . Koordinasi Pimpinan di
Pimpinan di Kecamatan
Kecamatan
Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan
PROGRAM PEMBINAAN DAN pemerintahan desa
6 melalui pembinaan,

PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA

monitoring, dan evaluasi
yang berkesinambungan
di wilayah kecamatan
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Indikator
No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket.
Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output
Fasilitasi, Rekomendasi dan Terselenggaranya
6.1 Koordinasi Pembinaan dan pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa pengawasan desa
Jumlah Dokumen yang
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Difasilitasi dalam rangka
6.1.1
dan Peraturan Kepala Desa Penyusunan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa
Jumlah Dokumen yang
6.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Difasilitasi dalam rangka
o Pemerintahan Desa Administrasi Tata Pemerintahan
Desa
Jumlah Dokumen yang
6.1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Difasilitasi dalam rangka
o dan Pendayagunaan Aset Desa Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Jumlah Dokumen Fasilitasi
6.1.4 Kepala Desa dalam rangka Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa
e L Jumlah Dokumen Sinkronisasi
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Perencanaan Pembangunan
6.1.5 Pembangunan Daerah dengan

Pembangunan Desa

Daerah dengan Pembangunan
Desa
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3.2. Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya
memperhatikan Misi Kabupaten Bandung dengan 5 (lima) misi untuk
mencapai Visi Kabupaten Bandung Yaitu “Terwuwudnya Kabupaten
Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera
(BEDAS) , Maju, Dan Berkelanjutna menuju Indonesia Emas.”

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi No 3 Kabupaten
Bandung, Kecamatan Kertasari dalam perencanaan Tahun 2026 akan
melaksanakan 6 Program dan 16 kegiatan serta 50 Sub Kegiatan.

Kesesuaian Rencana dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat
penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Ranwal belum dilakukan
analisis kebutuhan, namun secara umum telah sesuai dengan kebutuhan
dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2026
dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan
Kertasari dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana
tercantum dalam tabel 3.2 adalah merupakan suatu agenda Kerja
Pemerintah Kecamatan Kertasari pada Tahun 2026 yang tentunya harus
disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul
dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta
Jajaran struktural sampai pada tingkat pelaksana harus melakukan
sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan

kegiatan berjalan lancar.
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Tabel 3.4 T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Bandung

OPD : Kecamatan Kertasari
. Penambahan Renja Tahun 2026 Prakiraan Maju Tahun 2027
Urusan/Bidang Urusan . L
. . Indikator Kinerja Program Catatan
NO Pemerintah Daerah dan Lokasi /Kegiatan Target Penting Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Kec. 1.Indeks Reformasi Birokrasi
PEMERINTAHAN DAERAH Kertasari Perangkat Daerah 61 Point APBD KAB. 63,5 Point
1 KABUPATEN/KOTA 2.Indeks Manajemen Risiko 42,70 Point 4,911,263,300 BANDUNG 42,80 Point 8,952,914,350
Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan | Kec. APBD KAB
Evaluasi Kinerja Perangkat Kertasari | Nilai AKIP 62 Point 39,200,000 ’ 63 Point 3,200,000
BANDUNG
Daerah
Penyusunan Dokumen Kec. Jumlah Dokumen Perencanaan APBD KAB
Perencanaan Perangkat Daerah Kertasari | Perangkat Daerah 2 Dokumen 2,200,000 BANDUN G. 2 Dokumen 1,200,000
Koordinasi dan Penyusunan Kec. Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kertasari | dan Laporan Hasil Koordinasi 1 dokumen 0 APBD KAB. 1 dokumen 0
Penyusunan Dokumen RKA- BANDUNG
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Kec. Jumlah Dokumen Perubahan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kertasari | RKA-SKPD dan Laporan Hasil
. . APBD KAB.
Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 0 BANDUNG 1 dokumen 0
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Kec. Jumlah Dokumen DPA-SKPD
DPA-SKPD Kertasari | dan Laporan Hasil Koordinasi 1 dokumen 0 APBD KAB. 1 dokumen 0
Penyusunan Dokumen DPA- BANDUNG
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Kec. Jumlah Dokumen Perubahan
Perubahan DPA-SKPD Kertasari | DPA-SKPD dan Laporan Hasil
. . APBD KAB.
Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 0 BANDUNG 1 dokumen 0

Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
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Urusan/Bidang Urusan

Penambahan Renja Tahun 2026

Prakiraan Maju Tahun 2027

NO Pemerintah Daerah dan Lokasi Ind1kato;é{e1;1izr€:nProgram Target g:;iitig Target Kebutuhan
Program /Kegiatan Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koordinasi dan Penyusunan Kec. Jumlah Laporan Capaian
Laporan Capaian Kinerja dan Kertasari | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan Laporan APBD KAB.
Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 31,000,000 BANDUNG 1 dokumen 1,000,000
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Kec. Jumlah Laporan Evaluasi APBD KAB
Daerah Kertasari | Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0 BANDUNG 1 Laporan 0
Penyelenggaraan Walidata Kec. Jumlah Dokumen Hasil
Pendukung Statistik Sektoral Kertasari | Penyelenggaraan Walidata APBD KAB.
Daerah Pendukung Statistik Sektoral 2 dokumen 3,000,000 BANDUNG 2 dokumen 500,000
Daerah
Pelaksanaan Pengumpulan Data Kec. Jumlah Data Statistik Sektoral
Statistik Sektoral Daerah Kertasari Dgerah yang Telah o 2 dokumen 3,000,000 2 dokumen 500,000
Dikumpulkan dan Diperiksa
Lingkup Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Kec. Persentase Dokumen APBD KAB
Perangkat Daerah Kertasari | Pelaksanaan Administrasi 100% 4,313,282,000 ’ 100% 3,572,164,350
BANDUNG
Keuangan yang tepat waktu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kec. Jumlah Orang yang Menerima APBD KAB
ASN Kertasari | Gaji dan Tunjangan ASN 252 Bulan 4,309,082,000 ’ 252 Bulan 3,570,664,350
BANDUNG
Koordinasi dan Pelaksanaan Kec. Jumlah Dokumen Hasil APBD KAB
Akuntansi SKPD Kertasari | Koordinasi dan Pelaksanaan 1 dokumen 0] ’ 1 dokumen 0
. BANDUNG
Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Kec. Jumlah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Akhir Tahun Kertasari | Akhir Tahun SKPD dan APBD KAB
SKPD Laporan Hasil Koordinasi 1 dokumen 1,500,000 ’ 1 dokumen 500,000
BANDUNG
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Kec. Jumlah Dokumen Bahan
- . . APBD KAB.
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kertasari | Tanggapan Pemeriksaan dan 1 dokumen 0] 1 dokumen 0
- . - BANDUNG
Tindak Lanjut Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Kec. Jumlah Laporan Keuangan APBD KAB
Laporan Keuangan Kertasari | Bulanan/ 4 dokumen 1,700,000 B ANDUNG. 4 dokumen 500,000

Triwulanan/Semesteran SKPD
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Penambahan Renja Tahun 2026

Catatan

Prakiraan Maju Tahun 2027

NO Pemerintah Dae.rah dan Lokasi /Kegiatan Target Penting Target Kebutuhan
Program /Kegiatan Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bulanan/Triwulanan/Semestera dan Laporan Koordinasi
n SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Kec. Jumlah Dokumen Pelaporan APBD KAB
Analisis Prognosis Realisasi Kertasari | dan Analisis Prognosis Realisasi | 1 dokumen 1,000,000 BANDUN G. 1 dokumen 500,000
Anggaran Anggaran
Administrasi Barang Milik Kec. Persentase Pemenuhan APBD KAB
Daerah pada Perangkat Daerah Kertasari | Dokumen Administrasi BMD 100% 4,000,000 B ANDUNG. 100% 4,000,000
Penatausahaan Barang Milik Kec. Jumlah Laporan APBD KAB
Daerah pada SKPD Kertasari | Penatausahaan Barang Milik 1 Laporan 4,000,000 ’ 1 Laporan 4,000,000
BANDUNG
Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Kec. Persentase Dokumen APBD KAB
Perangkat Daerah Kertasari | Administrasi Kepegawaian yang 100% 15,912,000 ) 100% 18,550,000
BANDUNG
tepat waktu
Pengadaan Pakaian Dinas Kec. Jumlah Paket Pakaian Dinas APBD KAB
Beserta Atribut Kelengkapannya Kertasari | Beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket BANDUN G. 21 Paket 10,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Kec. Jumlah Orang yang Mengikuti
Peraturan Perundang-Undangan | Kertasari l]Eimbingan Teknis Implementasi 21 Orang 15,912,000 21 Orang 8,550,000
eraturan Perundang-
Undangan
Administrasi Umum Perangkat Kec. Persentase Dokumen
Daerah Kertasari | pemenuhan Pelayanan APBD KAB.
Administrasi Um{lm Perangkat 100% 168,060,000 BANDUNG 100% 80,550,000
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Kec. Jumlah Paket Komponen
Listrik /Penerangan Bangunan Kertasari | Instalasi Listrik/Penerangan APBD KAB.
Kantor Bangunan Kantor yang 3 Paket 5,000,000 BANDUNG 3 Paket 3,000,000
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Kec. Jumlah Paket Peralatan dan APBD KAB
Perlengkapan Kantor Kertasari | Perlengkapan Kantor yang 20 Paket 97,510,000 ’ 20 Paket 10,000,000
. BANDUNG
Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Kec. Jumlah Paket Peralatan Rumah APBD KAB
Tangga Kertasari | Tangga yang Disediakan 2 Paket 4,000,000 ’ 2 Paket 2,000,000

BANDUNG
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Urusan/Bidang Urusan

Penambahan Renja Tahun 2026

Prakiraan Maju Tahun 2027

NO Pemerintah Daerah dan Lokasi Ind1kato;é{e1nizr€:nProgram Target g:;iitin Target Kebutuhan
Program /Kegiatan & Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana & Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Bahan Logistik Kec. Jumlah Paket Bahan Logistik APBD KAB
Kantor Kertasari | Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 BANDUN G. 0 Paket 0
Penyediaan Barang Cetakan dan | Kec. Jumlah Paket Barang Cetakan APBD KAB
Penggandaan Kertasari | dan Penggandaan yang 2 Paket 3,000,000 BANDUN G. 2 Paket 5,000,000
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Jumlah Laporan Fasilitasi APBD KAB
Kertasari Kunjungan Tamu 2 Laporan 13,550,000 BANDUN G. 2 Laporan 15,550,000
Penyelenggaraan Rapat Kec. Jumlah Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kertasari Ezzirg;riigzg:fr% (ljr?sli?]iasi 3 Laporan 45,000,000 %i?\]%{%% 3 Laporan 45,000,000
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Kec. Persentase Dokumen Pelayanan APBD KAB
Penunjang Urusan Pemerintah Kertasari | Pengadaan Barang Milik 100% 26,839,300 B ANDUNG. 100% 10,000,000
Daerah Daerah
Pengadaan Mebel Kec. Jumlah Paket Mebel yang APBD KAB
Kertasari | Disediakan 3 Paket 26,839,300 BANDUNG' 3 Paket 5,000,000
Pengadaan peralatan dan mesin Kec. Jumlah Unit Peralatan dan APBD KAB
lainnya Kertasari | Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 BANDUN G. 1 Unit 5,000,000
Pengadaan gedung kantor atau Kec. Jumlah Unit Gedung Kantor APBD KAB
bangunan lainnya Kertasari | atau Bangunan Lainnya yang 0 Unit 0 BANDUN G‘ 0 Unit 0
Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana | Kec. Jumlah Unit Sarana dan
Gedung Kantor atau Bangunan Kertasari | Prasarana Gedung Kantor atau 0 Unit 0 APBD KAB. 0 Unit 0
Lainnya Bangunan Lainnya yang BANDUNG
Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana | Kec. Jumlah Unit Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Kertasari | Prasarana Pendukung Gedung 0 Unit 0 APBD KAB. 0 Unit 0
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya BANDUNG
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Kec. Persentase laporan penyediaan APBD KAB
Urusan Pemerintahan Daerah Kertasari | Jasa Penunjang Urusan 100% 247,040,000 BANDUN G. 100% 219,450,000

Pemerintahan Daerah
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Penambahan Renja Tahun 2026

Catatan

Prakiraan Maju Tahun 2027

NO Pemerintah Dae%‘ah dan Lokasi /Kegiatan Target ' ' Pentlng Tarset Kebutuhan
Program /Kegiatan Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Jumlah Laporan Penyediaan APBD KAB
Kertasari | Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2,000,000 B ANDUNG. 1 Laporan 2,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kec. Jumlah Laporan Penyediaan APBD KAB
Sumber Daya Air dan Listrik Kertasari | Jasa Komunikasi, Sumber Daya | 12 Laporan 17,200,000 BANDUN G. 12 Laporan 37,200,000
Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Kec. Jumlah Laporan Penyediaan APBD KAB
Umum Kantor Kertasari | Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 227,840,000 BANDUN G‘ 12 Laporan 180,250,000
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Kec. Persentase BMD dalam Kondisi APBD KAB
Daerah Penunjang Urusan Kertasari | Baik 98,06 96,930,000 BANDUNG‘ 98,07 45,000,000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kec. Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kertasari | Dinas atau Kendaraan Dinas 0 0 APBD KAB. 0 Kendaraan 0
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kendaraan BANDUNG
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Kec. Jumlah Kendaraan Dinas
biaya pemeliharaan, pajak dan Kertasari | Operasional atau Lapangan 16 APBD KAB 16
perizinan kendaraan dinas yang Dipelihara dan 66,930,000 ’ 20,000,000
) . . Kendaraan BANDUNG Kendaraan
operasional atau lapangan Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Kec. Jumlah Peralatan dan Mesin APBD KAB
Mesin Lainnya Kertasari | Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 10,000,000 B ANDUNG. 2 Unit 5,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kec. Jumlah Gedung Kantor dan APBD KAB
Gedung Kantor dan Bangunan Kertasari | Bangunan Lainnya yang 1 Unit 20,000,000 ’ 1 Unit 20,000,000
. .o, - LS. BANDUNG
Lainnya Dipelihara /Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kec.
Sarana dan Prasarana Gedung Kertasari | Jumlah Sarana dan Prasarana APBD KAB
Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan 0 Unit 0 ’ 0 Unit 0
: BANDUNG
Lainnya yang
Dipelihara /Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kec. Jumlah Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Kertasari | Gedung Kantor atau Bangunan 0 Unit 0 APBD KAB. 0 Unit 0
Pendukung Gedung Kantor dan Lainnya yang BANDUNG

Bangunan Lainnya

Dipelihara /Direhabilitasi
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Urusan/Bidang Urusan

Penambahan Renja Tahun 2026

Prakiraan Maju Tahun 2027

NO Pemerintah Daerah dan Lokasi Ind1kato;é{e1nizr€:nProgram Target g:;iitin Target Kebutuhan
Program /Kegiatan & Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana & Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah 1 4,911,263,300 3,952,914,350
PROGRAM PENYELENGGARAAN | Kec. Persentase pelaksanaan
PEMERINTAHAN DAN Kertasari | pelimpahan kewenangan APBD KAB
PELAYANAN PUBLIK urusan pemerintahan umum 84,41 250,017,008 ’ 84,42 160,000,000
. BANDUNG
dari Kepala Daerah kepada
Camat
Penyelenggaraan Urusan Kec. Persentase pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang Tidak Kertasari | yang tidak dilaksanakan oleh
. - . . . . APBD KAB.
Dilaksanakan oleh Unit Kerja unit kerja lain 0% 0 BANDUNG 0% 0
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kec. Jumlah Laporan Peningkatan
Pelaksanaan Pelayanan kepada Kertasari | Efektifitas Pelaksanaan 0 Laporan 0 APBD KAB. 0 Laporan 0
Masyarakat di Wilayah Pelayanan kepada Masyarakat P BANDUNG p
Kecamatan di Wilayah Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Kec. Persentase Koordinasi APBD KAB
Prasarana dan Sarana Pelayanan | Kertasari | Pemeliharaan Prasarana dan 100% 10,000,000 ’ 100% 10,000,000
BANDUNG
Umum Sarana Pelayanan Umum
Koordinasi/Sinergi dengan Kec. Jumlah Dokumen
Perangkat Daerah dan/atau Kertasari | Koordinasi/Sinergi dengan
Instansi Vertikal yang terkait Perangkat Daerah dan/atau APBD KAB
dalam Pemeliharaan Sarana dan Instansi Vertikal yang Terkait 1 dokumen 10,000,000 ’ 1 dokumen 10,000,000
. BANDUNG
Prasarana Pelayanan dalam Pemeliharaan Sarana
Umum dan Prasarana Pelayanan
Umum
Pelaksanaan Urusan Kec. Persentase Urusan Pelimpahan APBD KAB
Pemerintahan yang Dilimpahkan | Kertasari | Kepada Camat yang 100% 240,017,008 ’ 100% 150,000,000
: BANDUNG
kepada Camat Dilaksanakan
Pelaksanaan Urusan Kec. Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pemerintahan yang terkait Kertasari | Kewenangan Lain yang APBD KAB.
dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 240,017,008 BANDUNG 4 Laporan 150,000,000
Dilimpahkan
PROGRAM KOORDINASI Kec. Persentase koordinasi
KETENTRAMAN DAN Kertasari enegakan perda yan APBD KAB.
KETERTIBAN UMUM gerkgitan dgngansiietgntraman 100% 35,000,000 BANDUNG 100% 50,000,000

dan ketertiban umum
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Urusan/Bidang Urusan

Penambahan Renja Tahun 2026

Prakiraan Maju Tahun 2027

NO Pemerintah Daerah dan Lokasi Ind1kato;é{e1nizr€:nProgram Target g:;iitin Target Kebutuhan
Program /Kegiatan & Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana & Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Koordinasi Upaya Kec. Persentase Koordinasi dan

Penyelenggaraan Ketenteraman Kertasari | Pembinaan Upaya APBD KAB.

dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Ketentraman 100% 15,000,000 BANDUNG 100% 25,000,000
dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Kec. Jumlah Laporan Hasil

Negara Republik Indonesia, Kertasari | Sinergitas dengan Kepolisian

Tentara Nasional Indonesia dan Negara Republik Indonesia, 0 Laporan 0 APBD KAB. 0 Laporan 0

Instansi Vertikal di Wilayah Tentara Nasional Indonesia dan P BANDUNG p

Kecamatan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan

Harmonisasi Hubungan dengan Kec. Jumlah Laporan Pelaksanaan

Tokoh Agama dan Tokoh Kertasari | Harmonisasi Hubungan dengan APBD KAB.

Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh 2 Laporan 15,000,000 BANDUNG 2 Laporan 25,000,000
Masyarakat

Koordinasi Penerapan dan Kec. Persentase Koordinasi

Penegakan Peraturan Daerah dan | Kertasari | Penerapan dan Penegakan APBD KAB.

Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan 100% 20,000,000 BANDUNG 100% 25,000,000
Peraturan Kepala Daerah

Koordinasi/Sinergi Dengan Kec. Jumlah Laporan

Perangkat Daerah yang Tugas Kertasari | Koordinasi/Sinergi dengan

dan Fungsinya di Bidang Perangkat Daerah yang Tugas

Penegakan Peraturan Perundang- dan Fungsinya di Bidang APBD KAB.

Undangan dan/atau Kepolisian Penegakan Peraturan 2 Laporan 20,000,000 BANDUNG 2 Laporan 25,000,000

Negara Republik Indonesia Perundang- Undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia

PROGRAM PENYELENGGARAAN | Kec. Persentase koordinasi APBD KAB

URUSAN PEMERINTAHAN Kertasari | pelaksanaan penyelenggaraan 100% 90,000,000 ; 100% 55,000,000

! BANDUNG

UMUM urusan pemerintahan umum

Penyelenggaraan Urusan Kec. Persentase Pelaksanaan

Pemerintahan Umum sesuai Kertasari | Kegiatan Urusan Pemerintahan APBD KAB.

Penugasan Kepala Daerah Umum Sesuai Penugasan 100% 90,000,000 BANDUNG 100% 55,000,000
Kepala Daerah

Pembinaan Wawasan Kec. Jumlah Orang yang Mengikuti

Kebangsaan dan Ketahanan Kertasari | Pembinaan Wawasan 0 Oran 0 APBD KAB. 0 Oran 0

Nasional dalam rangka Kebangsaan dan Ketahanan g BANDUNG g

Memantapkan Pengamalan

Nasional dalam rangka




82

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Penambahan Renja Tahun 2026

Catatan

Prakiraan Maju Tahun 2027

NO Pemerintah Dae.rah dan Lokasi /Kegiatan Target Penting Target Kebutuhan
Program /Kegiatan Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Memantapkan Pengamalan
Undang Dasar Negara Republik Pancasila, Pelaksanaan
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara
Pelestarian Bhinneka Tunggal Tka Republik Indonesia Tahun
serta Pemertahanan dan 1945, Pelestarian Bhinneka
Pemeliharaan Keutuhan Negara Tunggal Ika serta
Kesatuan Republik Indonesia Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Fasilitasi, Koordinasi dan Kec. Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Kertasari | Fasilitasi, Koordinasi dan
Konsultasi) Wawasan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, APBD KAB.
Kebangsaa)n dan Ketahanan Konsultasi) &)Vawasan 250 Orang 45,000,000 BANDUNG 250 Orang 20,000,000
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional
Pembinaan Persatuan dan Kec. Jumlah Orang yang Mengikuti
. . APBD KAB.
Kesatuan Bangsa Kertasari | Pembinaan Persatuan dan 0 Orang 0] 0 Orang 0
BANDUNG
Kesatuan Bangsa
Pembinaan Kerukunan Antar Kec. Jumlah Orang yang Mengikuti
Suku dan Intra Suku, Umat Kertasari | Pembinaan Kerukunan Antar
TOT Beragama, Ras, dan Golongan Suku dan Intra Suku , Umat APBD KAB
Lainnya Guna Mewujudkan Beragama, Ras, dan Golongan 220 Orang 15,000,000 ’ 220 Orang 15,000,000
AL i . . BANDUNG
Stabilitas Keamanan Lokal, Lainnya Guna Mewujudkan
Regional, dan Nasional Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional
Penanganan Konflik Sosial Kec. Jumlah Laporan Konflik yang
Sesuai Ketentuan Peraturan Kertasari | Ditangani Sesuai Ketentuan Laporan 0 APBD KAB. Laporan 0
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- p BANDUNG b
Undangan
Pelaksanaan Tugas Forum Kec. Jumlah Dokumen Tugas Forum 12 APBD KAB
Koordinasi Pimpinan di Kertasari | Koordinasi Pimpinan di 30,000,000 ’ 12 Dokumen 20,000,000
Dokumen BANDUNG
Kecamatan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Kec. Persentase Lembaga APBD KAB
MASYARAKAT DESA DAN Kertasari | Kemasyarakatan Desa dan 100% 180,000,000 BANDUN G. 100% 60,000,000

KELURAHAN

Kelurahan yang dibina




83

Urusan/Bidang Urusan

Penambahan Renja Tahun 2026

Prakiraan Maju Tahun 2027

NO Pemerintah Daerah dan Lokasi Ind1kato;é{e1;1izr€:nProgram Target g:;iitig Target Kebutuhan
Program /Kegiatan Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koordinasi Kegiatan Kec. Persentase Koordinasi Kegiatan APBD KAB
Pemberdayaan Desa Kertasari | Pemberdayaan Desa 100% 30,000,000 BANDUNG. 100% 5,000,000
Peningkatan  Partisipasi Kec. Jumlah Lembaga
Masyarakat dalam Forum Kertasari | Kemasyarakatan yang 0 Lembaga APBD KAB 0 Lembaga
Musyawarah Perencanaan Berpartisipasi dalam Forum Kemasyara 0 BANDUN G. Kemasyaraka 0
Pembangunan Musyawarah Perencanaan katan tan
di Desa Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan Kec. Jumlah Dokumen Sinkronisasi
Kegiatan Pemberdayaan Kertasari | Program Kerja dan Kegiatan
Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat APBD KAB.
Pemerintah dan Swasta di yang Dilakukan oleh 0 Dokumen 0 BANDUNG 0 Dokumen 0
Wilayah Kerja Kecamatan Pemerintah dan Swasta di
Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kec. Jumlah Laporan Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kertasari | Efektivitas Kegiatan APBD KAB.
Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di 2 Laporan 30,000,000 BANDUNG 2 Laporan 5,000,000
Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Kec. Persentase Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Kertasari | Kemasyarakatan yang
Kecamatan (Urusan Terfasilitasi dan Dibina APBD KAB
Pemberdayaan Masyarakat 100% 65,000,000 BANDUNG. 100% 15,000,000
Dilaksanakan oleh Kecamatan
bagi Pemerintah Kota yang Tidak
Memiliki Desa)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kec. Jumlah Lembaga 2 Lembaga APBD KAB 2 Lembaga
Kemasyarakatan Kertasari | Kemasyarakatan yang Kemasyara 35,000,000 BANDUN G‘ Kemasyaraka 5,000,000
Ditingkatkan Kapasitasnya katan tan
Penyediaan Sarana dan Kec. Jumlah Sarana dan Prasarana APBD KAB
Prasarana Lembaga Kertasari | Lembaga Kemasyarakatan yang 0 Unit 0 ’ O Unit 0
. . BANDUNG
Kemasyarakatan Disediakan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kec. Jumlah Laporan Fasilitasi APBD KAB
Ekonomi Masyarakat Kertasari | Pengembangan Usaha Ekonomi 2 Laporan 15,000,000 ’ 2 Laporan 5,000,000
BANDUNG
Masyarakat
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi | Kec. Jumlah Laporan Fasilitasi APBD KAB
Tepat Guna Kertasari | Pemanfaatan Teknologi Tepat 2 Laporan 15,000,000 B ANDUNG. 2 Laporan 5,000,000

Guna
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Penambahan Renja Tahun 2026

Catatan

Prakiraan Maju Tahun 2027

NO Pemerintah Dae.rah dan Lokasi /Kegiatan Target Penting Target Kebutuhan
Program /Kegiatan Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemberdayaan dan Kec. Persentase fasilitasi dan
Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kertasari | pembinaan Pemberdayaan dan APBD KAB.
Kecamatan dan Kelurahan Kesejahteraan Keluarga Tingkat 100% 85,000,000 BANDUNG 100% 40,000,000
Kecamatan dan Kelurahan
Pembentukan dan Penumbuhan Kec. Jumlah Keluarga yang
Karakter Keluarga Melalui Kertasari | Mengikuti Pembentukan dan
Peningkatan Kesadaran Penumbuhan Karakter
Masyarakat akan Pentingnya Keluarga Melalui Peningkatan
Penghayatan dan Pengamalan Kesadaran Masyarakat akan APBD KAB.
Pancasila dalam Semua Aspek Pentingnya Penghayatan dan 20 Keluarga 10,000,000 BANDUNG 20 Keluarga 5,000,000
Kehidupan Bermasyarakat, Pengamalan Pancasila dalam
Berbangsa, dan Bernegara Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan
Bernegara
Peningkatan Kesadaran Keluarga | Kec. Jumlah Keluarga yang
dalam Membangun Kerja Sama Kertasari | Mengikuti Peningkatan
antar-Keluarga, Warga, dan Kesadaran Keluarga dalam APBD KAB.
Kelompok Masyarakat Membangun Kerja Sama antar- 20 Keluarga 10,000,000 BANDUNG 20 Keluarga 5,000,000
Keluarga, Warga, dan Kelompok
Masyarakat
Peningkatan Ketahanan Pangan Kec. Jumlah Keluarga yang APBD KAB
Keluarga Kertasari | Mengikuti Peningkatan 20 Keluarga 10,000,000 ’ 20 Keluarga 5,000,000
BANDUNG
Ketahanan Pangan Keluarga
Peningkatan Kesadaran Keluarga | Kec. Jumlah Keluarga yang
dalam Peningkatan Pendidikan Kertasari | Mengikuti Peningkatan
dan Keterampilan untuk Kesadaran Keluarga dalam
Mewujudkan Sumber Daya Peningkatan Pendidikan dan APBD KAB.
Manusia yang Berkualitas dan Keterampilan untuk 20 Keluarga 10,000,000 BANDUNG 20 Keluarga 5,000,000
Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing
Penumbuhan Kesadaran Kec. Jumlah Keluarga yang
Keluarga dalam Peningkatan Kertasari | Mengikuti Penumbuhan APBD KAB
Derajat Kesehatan Keluarga dan Kesadaran Keluarga dalam 20 Keluarga 15,000,000 BANDUN G. 20 Keluarga 5,000,000

Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Peningkatan Derajat Kesehatan
Keluarga dan Lingkungan
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Urusan/Bidang Urusan

Penambahan Renja Tahun 2026

Prakiraan Maju Tahun 2027

NO Pemerintah Daerah dan Lokasi Ind1kato;é{e1nizr€:nProgram Target g:;iitin Target Kebutuhan
Program /Kegiatan & Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana & Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dengan Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
Penumbuhan Kesadaran Kec. Jumlah Keluarga yang
Keluarga dalam Peningkatan Kertasari | Mengikuti Penumbuhan
Taraf Hidup Keluarga Melalui Kesadaran Keluarga dalam APBD KAB
Kehidupan Berkoperasi dan Peningkatan Taraf Hidup 20 Keluarga 10,000,000 BANDUN G. 20 Keluarga 5,000,000
Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga melalui Kehidupan
Berkoperasi dan Pengembangan
Ekonomi Lainnya
Pelatihan Keluarga Tanggap Kec. Jumlah Keluarga yang APBD KAB
Bencana Alam Kertasari | Mengikuti Pelatihan Keluarga 20 Keluarga 10,000,000 ’ 20 Keluarga 5,000,000
BANDUNG
Tanggap Bencana Alam
Pelatihan Keluarga Tanggap Kec. Jumlah Keluarga yang
Bencana Rumah Tangga Kertasari ?;ﬁggg;%gggﬁ?ﬁgﬁarga 20 Keluarga 10,000,000 ABP:&%{%% 20 Keluarga 5,000,000
Tangga
PROGRAM PEMBINAAN DAN Kec. Persentase pembinaan APBD KAB
PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kertasari | monitoring dan evaluasi 100% 75,000,000 ’ 100% 75,000,000
- BANDUNG
DESA pemerintahan desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Kec. Persentase Desa yang Dibina APBD KAB
Koordinasi Pembinaan dan Kertasari | dan Diawasi 100% 75,000,000 ’ 100% 75,000,000
- BANDUNG
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan | Kec. Jumlah Dokumen yang
Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kertasari | Difasilitasi dalam rangka APBD KAB.
Penyusunan Peraturan Desa 0 Dokumen 0 BANDUNG 0 Dokumen 0
dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Kec. Jumlah Dokumen yang
Pemerintahan Desa Kertasari Eéfrarlilrlllltsii; ;iia’}‘zrz'; rangka 2 Dokumen 20,000,000 /\Bi]?\]%[Kjﬁ]?} 2 Dokumen 10,000,000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kec. Jumlah Dokumen yang
Desa dan Pendayagunaan Aset Kertasari | Difasilitasi dalam rangka APBD KAB.
Desa vest Pengelolaan Keuanga§ Desa 2 Dokumen 20,000,000 BANDUNG 2 Dokumen 10,000,000

dan Pendayagunaan Aset Desa
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. Penambahan Renja Tahun 2026 Prakiraan Maju Tahun 2027
Urusan/Bidang Urusan . L
. . Indikator Kinerja Program Catatan
NO Pemerintah Daerah dan Lokasi /Kegiatan Target Penting Target Kebutuhan
Program /Kegiatan Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan | Kec. Jumlah Dokumen Fasilitasi APBD KAB
Kepala Desa Kertasari | dalam rangka Pelaksanaan 5 Dokumen 0 B ANDUNG. 5 Dokumen 20,000,000
Pemilihan Kepala Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Kec. Jumlah Dokumen Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Kertasari | Perencanaan Pembangunan APBD KAB.
Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 2 Dokumen 35,000,000 BANDUNG 2 Dokumen 35,000,000
Desa Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Kec. Jumlah laporan pembinaan APBD KAB
Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kertasari | PKK 0 Laporan 0] BANDUN G‘ 0 Laporan 0
Kemasyarakatan
Fasilitasi Penyusunan Program Kec. Jumlah Peserta Sosialisasi APBD KAB
dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kertasari | Kebijakan Usaha Kecil 0 Peserta 0 ’ 0 Peserta 0
BANDUNG
Masyarakat Desa Menengah
Jumlah 2 630,017,008 400,000,000
Jumlah 1+2 5,541,280,308

4,352,914,350
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah
adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran
RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan
perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Kertasari Tahun 2026
berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung
sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan
Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah
jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan
tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan
pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat
daerah dalam penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan
perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat
daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan
urusan/fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator
Kinerja Tahun 2026 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan
Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan
keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.
Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk
melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan
anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang
berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan,
sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang

telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban. Untuk rencana
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kerja program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kertasari Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

NO Sasaran Pemerintah Daerah dan Lokasi Indlkato;ll(elrglieart]:nProgram T  Canai sumb g:\at::g

Program/Kegiatan argetLapalan | pog | Indikatif umber

Kinerja Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
v
1 terh:da PEMERINTAHAN DAERAH Kec.Kertasari | |ndegks Manaiemen Risiko 4270 point | 911,263,300 KAB.
P KABUPATEN/KOTA . ) g BANDUNG
Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan
Perencanaan, Penganggaran, APBD
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kec. Kertasari Nilai AKIP 62 Point 39,200,000 KAB.
Daerah BANDUNG
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan APBD
Pergncanaan Perangkat Daerah Kec. Kertasari Perangkat Daerah R 2,200,000 KAB.
g 8 BANDUNG
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan APBD
Dokumen RKA-SKPI\)/ Kec. Kertasari Laporan Hasil Koordinasi 1 dokumen 0 KAB.
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BANDUNG
Jumlah Dokumen Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan . RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Kec. Kertasari - 1 dokumen 0 KAB.
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan BANDUNG
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
- . P APBD
Koordinasi dan Penyusunan . Laporan Hasil Koordinasi
Kec. Kertasari 1 dokumen 0 KAB.
DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA-
BANDUNG
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
N . APBD
Koordinasi dan Penyusunan . DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Kec. Kertasari - 1 dokumen 0 KAB.
Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan BANDUNG
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan gz;[I)kg:riraRZ?;';a'jlazllne”a APBD
Laporan Capaian Kinerja dan Kec. Kertasari Koordinasi P:n usunan Laporan 1 dokumen 31,000,000 KAB.
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD . . 'y R P BANDUNG
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

- - APBD
Evaluasi Kinerja Perangkat . Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Daerah Kec. Kertasari Perangkat Daerah 1 Laporan 0 KAB.

8 BANDUNG
Jumlah Dok Hasil
Penyelenggaraan Walidata Puer: aeleno :rn;:: Waasllidata APBD
Pendukung Statistik Sektoral Kec. Kertasari A E8 L 2 dokumen 3,000,000 KAB.
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah BANDUNG
Daerah
Jumlah Data Statistik Sektoral
Pelaksanaan Pengumpulan Data . Daerah yang Telah Dikumpulkan
Kec. Kert: 2 dok 3,000,000
Statistik Sektoral Daerah ec. Rertasari dan Diperiksa Lingkup Perangkat okumen e
Daerah
Administrasi Keuangan Persentase Dokumen APBD
perangkat Daerah 6 Kec. Kertasari Pelaksanaan Administrasi 100% | 4,313,282,000 KAB.
g Keuangan yang tepat waktu BANDUNG

. - . . APBD

Z::‘yed'aa” Gaji dan Tunjangan Kec. Kertasari g’aﬁljgnogz:ga‘r"a';i Tse,\';e”ma 252 Bulan | 4,309,082,000 KAB.
) Jang BANDUNG
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumiah Dokumen Hasil APBD
Akuntansi SKPD Kec. Kertasari Koordinasi dan Pelaksanaan 1 dokumen 0 KAB.
Akuntansi SKPD BANDUNG
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Ak,hlr APBD
X . | Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Laporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Kertasari o 1 dokumen 1,500,000 KAB.
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan BANDUNG
Keuangan Akhir Tahun SKPD
pengelolaan dan Penvianan Jumlah Dokumen Bahan APBD
Bahgn Tangeapan Peymer:iksaan Kec. Kertasari | Tanggapan Pemeriksaan dan 1 dokumen 0] KAB.
£gap Tindak Lanjut Pemeriksaan BANDUNG
Jumlah Laporan Keuangan
L Bulanan/
E;)oor?;:a;;ﬂz: Paennyusunan Triwulanan/Semesteran SKPD APBD
P X 8 Kec. Kertasari dan Laporan Koordinasi 4 dokumen 1,700,000 KAB.
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan BANDUNG
SKPD .
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan APBD
Analisis Prognosis Realisasi Kec. Kertasari | Analisis Prognosis Realisasi 1 dokumen 1,000,000 KAB.
Anggaran Anggaran BANDUNG
Administrasi Barang Milik Persentase Pemenuhan APBD
Daerah pada Perang kat Daerah Kec. Kertasari Dokumen Administrasi BMD 100% 4,000,000 KAB.

P 8 BANDUNG
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan APBD
Daerah pada SKPD ¢ Kec. Kertasari Baran, Mi‘I)ik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4,000,000 KAB.

P 8 P BANDUNG
Administrasi Kepegawaian Persentase Dokumen APBD
Peranekat Daerzhg Kec. Kertasari Administrasi Kepegawaian yang 100% 15,912,000 KAB.

s tepat waktu BANDUNG
) I . . APBD
Pengadaan Pakaian Dinas . | Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kertasari Beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket ) KAB.
gkapanny skap BANDUNG
S . . Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi Kec. Kertasari Bimbingan Teknis Implementasi 21 Orang 15,912,000
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
Persentase Dokumen
Administrasi Umum Perangkat emenuhan Pelayanan APBD
g Kec. Kertasari | Pemenunan Feiay 100% 168,060,000 KAB.
Daerah Administrasi Umum Perangkat BANDUNG

Daerah
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

NO Sasaran Pemerintah Daerah dan Lokasi Indlkato;KKln'erja Program - (’;ataFan
Program/Kegiatan egiatan Targgt Ca_palan Pagu Indikatif Sumber enting
Kinerja Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Komponen Instalasi :::;T:srljtfrti:/?eq:s;i;an APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kec. Kertasari Bangunan Kantor yang 3 Paket 5,000,000 KAB.
Kantor S BANDUNG
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan ) Jumlah Paket Peralatan dan APBD
Perlengkapan Kantor Kec. Kertasari Perlengkapan Kantor yang 20 Paket 97,510,000 KAB.
Disediakan BANDUNG
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah APBD
T::;’;a'aa” eralatan Ruma Kec. Kertasari T‘;:‘;ga y:nZtDi:;iaafa”n uma 2 Paket 4,000,000 KAB.
BANDUNG
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik APBD
Kan:’or ’ Kec. Kertasari Kantor yang Disediakang 0 Paket 0 KAB.
BANDUNG
. Jumlah Paket Barang Cetakan APBD
E::ZZ::;:aﬁarang Cetakan dan Kec. Kertasari dan Penggandaan yang 2 Paket 3,000,000 KAB.
Disediakan BANDUNG
I ) . | Jumlah Laporan Fasilitasi APBD
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kertasari Kunjungan Tamu 2 Laporan 13,550,000 KAB.
BANDUNG
Penyelenggaraan Rapat . Jumiah Laporan APBD
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kertasari Penyelenggaraan Rapat 3 Laporan 45,000,000 KAB.
Koordinasi dan Konsultasi SKPD BANDUNG
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Dokumen Pelayanan APBD
Penunjang Urusan Pemerintah Kec. Kertasari Pengadaan Barang Milik Daerah 100% 26,839,300 KAB.
Daerah BANDUNG
APBD
Pengadaan Mebel Kec. Kertasari g:?eljir;::nkﬂ Mebel yang 3 Paket 26,839,300 KAB.
BANDUNG
. . " APBD
Pengadaan peralatan dan mesin . Jumlah Unit Peralatan dan Mesin .
lainnya Kec. Kertasari Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 KAB.
BANDUNG
Pengadaan gedung kantor atau ) Jumlah Unit Qedung Kantor atau ) APBD
bangunan lainnya Kec. Kertasari Bangunan Lainnya yang 0 Unit 0 KAB.
Disediakan BANDUNG
Prasarana Gedung Kantor atau Kec. Kertasari Bangunan Lainnya yang 0 Unit 0 KAB.
Bangunan Lainnya S BANDUNG
Disediakan
Pengadaan Sarana dan :Jl:ll:;:angesnacgiEj:gagedung APBD
Prasarana Pendukung Gedung Kec. Kertasari N 0 Unit 0 KAB.
Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor‘ataL.J Bangunan Lainnya BANDUNG
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang ) Persentase_laporan penyediaan APBD
Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kertasari Jasa Penunjang Urusan 100% 247,040,000 KAB.
Pemerintahan Daerah BANDUNG
) . | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa APBD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kertasari Surat Menyurat 1 Laporan 2,000,000 KAB.
BANDUNG
Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa APBD
Sumber Daya Air dan Listrik ! Kec. Kertasari Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Laporan 17,200,000 KAB.
dan Listrik yang Disediakan BANDUNG
Penyediaan Jasa Pelayanan ) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa APBD
Umum Kantor Kec. Kertasari Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 227,840,000 KAB.
Disediakan BANDUNG
Pemeliharaan Barang Milik - APBD
Daerah Penunjang Urusan Kec. Kertasari ;::entase BMD dalam Kondisi 98,06 96,930,000 KAB.
Pemerintahan Daerah BANDUNG
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
. . . h . APBD
Biaya Pemeliharaan dan Pajak . Dinas atau Kendaraan Dinas
. Kec. Kertasari I 0 Kendaraan 0 KAB.
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan BANDUNG
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas APBD
blaYé pemeliharaan, p?jak dan Kec. Kertasari OPeréswnal atat{ Lapangan yang 16 Kendaraan 66,930,000 KAB.
perizinan kendaraan dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajak BANDUNG
operasional atau lapangan dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin APBD
Mesin Lainnya Kec. Kertasari Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 10,000,000 KAB.
BANDUNG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan APBD
Gedung Kantor dan Bangunan Kec. Kertasari Bangunan Lainnya yang 1 Unit 20,000,000 KAB.
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi BANDUNG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana APBD
Sarana dan Prasarana Gedung Kec. Kertasari Gedung Kantor atau Bangunan 0 Unit 0 KAB.
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang BANDUNG
Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana APBD
Sarana dan Prasarana . Gedung Kantor atau Bangunan .
Kec. Kertasari . 0 Unit 0 KAB.
Pendukung Gedung Kantor dan Lainnya yang BANDUNG
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah 1 4,911,263,300
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase pelaksanaan APBD
PEMERINTAHAN DAN Kec. Kertasari | PElimpahan kewenangan urusan 84,41 | 250,017,008 KAB.
PELAYANAN PUBLIK pemerintahan umum dari Kepala BANDUNG
Daerah kepada Camat
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak Persentase pelaksanaan urusan APBD
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Kec. Kertasari yang tidak dilaksanakan oleh 0% 0 KAB.
Perangkat Daerah yang Ada di unit kerja lain BANDUNG
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan
Pelaksanaan Pelayanan kepada . Efektifitas Pelaksanaan APBD
g Kec. Kertasari 0 Laporan 0 KAB.
Masyarakat di Wilayah Pelayanan kepada Masyarakat
g BANDUNG
Kecamatan di Wilayah Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Persentase Koordinasi APBD
Prasarana dan Sarana Pelayanan Kec. Kertasari Pemeliharaan Prasarana dan 100% 10,000,000 KAB.
Umum Sarana Pelayanan Umum BANDUNG
Koordinasi/Sinergi dengan Jumlah Dokumen APBD
Perangkat Daerah dan/atau Kec. Kertasari Koordinasi/Sinergi dengan 1 dokumen 10,000,000 KAB.
Instansi Vertikal yang terkait Perangkat Daerah dan/atau BANDUNG
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

NO Sasaran Pemerintah Daerah dan Lokasi Indlkato;KK;n;r::nProgram - b gz;at::n
Program/Kegiatan 8 Targgt Ca_palan Pagu Indikatif Sumber g
Kinerja Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 10
dalam Pemeliharaan Sarana dan Instansi Vertikal yang Terkait
Prasarana Pelayanan dalam Pemeliharaan Sarana dan
Umum Prasarana Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan Persentase Urusan Pelimpahan APBD
Pemerintahan yang Dilimpahkan Kec. Kertasari Kepada Camat yang 100% 240,017,008 KAB.
kepada Camat Dilaksanakan BANDUNG
Pelak u
P:niesr?:taaahr;n rl;s:nterkait Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD
denean Kewen!n in Lain van Kec. Kertasari Kewenangan Lain yang 4 Laporan 240,017,008 KAB.
eng g yang Dilimpahkan BANDUNG
Dilimpahkan
KETENTRAMAN DAN Kec. Kertasari | Fe gn ket:n"amyan e 100% 35,000,000 KAB.
KETERTIBAN UMUM g . BANDUNG
ketertiban umum
Koordinasi Upaya E::‘E?:::i Ifjozrdalnam dan APBD
Penyelenggaraan Ketenteraman Kec. Kertasari P | pay Ketent 100% 15,000,000 KAB.
dan Ketertiban Umum enye enggaraan etentraman BANDUNG
dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Jumlah Laporan Hasil Sinergitas
Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara APBD
Tentara Nasional Indonesia dan Kec. Kertasari Republik Indonesia, Tentara 0 Laporan 0 KAB.
Instansi Vertikal di Wilayah Nasional Indonesia dan Instansi BANDUNG
Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah L Pelak
Harmonisasi Hubungan dengan HuaTr:oni::;r:Eb:naasnaz::nan APBD
Tokoh Agama dan Tokoh Kec. Kertasari g g 2 Laporan 15,000,000 KAB.
Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat BANDUNG
Masyarakat
Koordinasi Penerapan dan I;:;s:rr;taas: dK::I:';:ZSIakan APBD
Penegakan Peraturan Daerah Kec. Kertasari P 8 100% 20,000,000 KAB.
Peraturan Daerah dan Peraturan
dan Peraturan Kepala Daerah BANDUNG
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah Laf’°fa” .
Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
. o Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang dan Fungsinva di Bidan APBD
Penegakan Peraturan Kec. Kertasari gsiny J 2 Laporan 20,000,000 KAB.
Penegakan Peraturan
Perundang- Undangan dan/atau BANDUNG
L . Perundang- Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik . .
. Kepolisian Negara Republik
Indonesia .
Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase koordinasi APBD
URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Kertasari pelaksanaan penyelenggaraan 100% 90,000,000 KAB.
UMUM urusan pemerintahan umum BANDUNG
Pemerintahan Umum sesuai Kec. Kertasari Ur‘rg\um Sesuai Penugasan Kepala 100% 90,000,000 KAB.
Penugasan Kepala Daerah 6 P BANDUNG
Daerah
Pembinaan Wawasan Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
. Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka )
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
. Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Pancasila, Pelaksanaan Undang- APBD
Undang Dasar Negara Republik Kec. Kertasari ! 'g 0 Orang o] KAB.
R Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, . BANDUNG
R ) Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika . .
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
. serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara .
Kesatuan Republik Indonesia Pemeliharaan Keutuhan Negara
P Kesatuan Republik Indonesia
Fasilitasi, Koordinasi dan Jun?llah Qrang y?ng Menglkutl
. . - Fasilitasi, Koordinasi dan
Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi APBD
Konsultasi) Wawasan Kec. Kertasari R ’ ! 250 Orang 45,000,000 KAB.
Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan BANDUNG
. Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional .
Nasional
. Jumlah Orang yang Mengikuti APBD
i:sn;lt)lljr;aga:erssaatuan dan Kec. Kertasari Pembinaan Persatuan dan 0 Orang 0 KAB.
e Kesatuan Bangsa BANDUNG
Pembinaan Kerukunan Antar Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Kerukunan Antar
Suku dan Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan Suku dan Intra Suku , Umat APBD
. s ! ! X 8 Kec. Kertasari Beragama, Ras, dan Golongan 220 Orang 15,000,000 KAB.
Lainnya Guna Mewujudkan R X
I Lainnya Guna Mewujudkan BANDUNG
Stabilitas Keamanan Lokal, o
. N Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional X X
Regional, dan Nasional
Penanganan Konflik Sosial Jumlah Laporan Konflik yang APBD
Sesuai Ketentuan Peraturan Kec. Kertasari Ditangani Sesuai Ketentuan Laporan 0 KAB.
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan BANDUNG
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Forum APBD
Koordinasi Pimpinan di Kec. Kertasari Koordinasi Pimpinan di 12 Dokumen 30,000,000 KAB.
Kecamatan Kecamatan BANDUNG
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Lembaga APBD
MASYARAKAT DESA DAN Kec. Kertasari Kemasyarakatan Desa dan 100% 180,000,000 KAB.
KELURAHAN Kelurahan yang dibina BANDUNG
- . - . APBD
v v BANDUNG
Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga
Masyarakat dalam Forum Kemasyarakatan yang APBD
. S 0 Lembaga
Musyawarah Perencanaan Kec. Kertasari Berpartisipasi dalam Forum Kemasvarakatan 0 KAB.
Pembangunan Musyawarah Perencanaan 4 BANDUNG
di Desa Pembangunan di Desa
’ - . Jumlah Dokumen Sinkronisasi
Sinkronisasi Program Kerja dan . .
R Program Kerja dan Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Masvarakat van APBD
Masyarakat yang Dilakukan oleh Kec. Kertasari N ¥ i . vang 0 Dokumen 0 KAB.
. X Dilakukan oleh Pemerintah dan
Pemerintah dan Swasta di - . BANDUNG
X . Swasta di Wilayah Kerja
Wilayah Kerja Kecamatan
Kecamatan
lah L Peningk
Peningkatan Efektifitas Kegiatan :El;;taivitaaspl(():?ataenmng atan APBD
Pemberdayaan Masyarakat di Kec. Kertasari pemberda aagn Masvarakat di 2 Laporan 30,000,000 KAB.
Wilayah Kecamatan Y Y BANDUNG

Wilayah Kecamatan
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

NO Sasaran Pemerintah Daerah dan Lokasi Indlkato;KK;n;r::nProgram - b (l:?t::n
Program/Kegiatan 8 Targgt Ca_palan Pagu Indikatif Sumber g
Kinerja Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan (Urusan Persentase Lembaga APBD
Pemberdayaan Masyarakat Kec. Kertasari Kemasyarakatan yang 100% 65,000,000 KAB.
Dilaksanakan oleh Kecamatan Terfasilitasi dan Dibina BANDUNG
bagi Pemerintah Kota yang Tidak
Memiliki Desa)
. . Jumlah Lembaga APBD
P ki K L 2L
K::q";f aa:::at::asnas embaga Kec. Kertasari Kemasyarakatan yang Kemas ;2:(225: 35,000,000 KAB.
¥ Ditingkatkan Kapasitasnya ¥ BANDUNG
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana APBD
Prasarana Lembaga Kec. Kertasari Lembaga Kemasyarakatan yang 0 Unit 0 KAB.
Kemasyarakatan Disediakan BANDUNG
Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Laporan Fasilitasi APBD
Ekonomi Masg arakatg Kec. Kertasari Pengembangan Usaha Ekonomi 2 Laporan 15,000,000 KAB.
v Masyarakat BANDUNG

- . Jumlah Laporan Fasilitasi APBD
Fasilitasi P faatan Teknol
Ta5| ItaGSI emantaatan feknologl Kec. Kertasari Pemanfaatan Teknologi Tepat 2 Laporan 15,000,000 KAB.

epatbuna Guna BANDUNG
Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kec. Kertasari P X v X 100% 85,000,000 KAB.
Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan BANDUNG
Kecamatan dan Kelurahan
Pembentukan dan Penumbuhan Jumlah Keluarga yang Mengikuti
. Pembentukan dan Penumbuhan
Karakter Keluarga Melalui .
. Karakter Keluarga Melalui
Peningkatan Kesadaran K
Masvarakat akan Pentingnva Peningkatan Kesadaran APBD
v 8Ny Kec. Kertasari Masyarakat akan Pentingnya 20 Keluarga 10,000,000 KAB.
Penghayatan dan Pengamalan
R Penghayatan dan Pengamalan BANDUNG
Pancasila dalam Semua Aspek ;
. Pancasila dalam Semua Aspek
Kehidupan Bermasyarakat, .
Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara
Berbangsa, dan Bernegara
Jumlah Kel Mengikuti
Peningkatan Kesadaran Keluarga um}a eluarga yang Viengikut!
dalam Membangun Keria Sama Peningkatan Kesadaran Keluarga APBD
8 ! Kec. Kertasari dalam Membangun Kerja Sama 20 Keluarga 10,000,000 KAB.
antar-Keluarga, Warga, dan
Kelompok Masvarakat antar-Keluarga, Warga, dan BANDUNG
P 4 Kelompok Masyarakat
. Jumlah Keluarga yang Mengikuti APBD
P katan Ketah P . X
KZInuI:rg : an fetahanan Fangan Kec. Kertasari Peningkatan Ketahanan Pangan 20 Keluarga 10,000,000 KAB.
g Keluarga BANDUNG
. Jumlah Kel Mengikuti
Peningkatan Kesadaran Keluarga um'a eluarga yang Vienglkuti
K - Peningkatan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Pendidikan R .
dan Keterampilan untuk dalam Peningkatan Pendidikan APBD
R P Kec. Kertasari | dan Keterampilan untuk 20 Keluarga 10,000,000 KAB.
Mewujudkan Sumber Daya .
. . Mewujudkan Sumber Daya BANDUNG
Manusia yang Berkualitas dan A .
Berdava Sain Manusia yang Berkualitas dan
¥ e Berdaya Saing
Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti
) Penumbuhan Kesadaran
Keluarga dalam Peningkatan Keluarga dalam Peningkatan APBD
Derajat Kesehatan Keluarga dan Kec. Kertasari R 8 8 20 Keluarga 15,000,000 KAB.
R Derajat Kesehatan Keluarga dan
Lingkungan dengan Menerapkan ; BANDUNG
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Lingkungan Dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti
) Penumbuhan Kesadaran
Keluarga dalam Peningkatan Keluarea dalam Peningkatan APBD
Taraf Hidup Keluarga Melalui Kec. Kertasari g. g . 20 Keluarga 10,000,000 KAB.
X R Taraf Hidup Keluarga melalui
Kehidupan Berkoperasi dan X . BANDUNG
Pengembangan Ekonomi Lainnya Kehidupan Berkoperasi dan
g g Y Pengembangan Ekonomi Lainnya
. Jumlah Keluarga yang Mengikuti APBD
EZE;;:ZnAf:l:arga Tanggap Kec. Kertasari Pelatihan Keluarga Tanggap 20 Keluarga 10,000,000 KAB.
Bencana Alam BANDUNG
. Jumlah Keluarga yang Mengikuti APBD
Pelatihan Kel T
B::c;nZnRu;uaar:grinanaggap Kec. Kertasari Pelatihan Keluarga Tanggap 20 Keluarga 10,000,000 KAB.
68 Bencana Rumah Tangga BANDUNG
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase pembinaan APBD
PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Kertasari monitoring dan evaluasi 100% 75,000,000 KAB.
DESA pemerintahan desa BANDUNG
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Desa vang Dibina dan APBD
Koordinasi Pembinaan dan Kec. Kertasari Diawasi yang 100% 75,000,000 KAB.
Pengawasan Pemerintahan Desa BANDUNG
Jumlah Dokumen yang
I P APBD
Fasilitasi Penyusunan Peraturan . Difasilitasi dalam rangka
Kec. Kertasari 0 Dokumen 0 KAB.
Desa dan Peraturan Kepala Desa Penyusunan Peraturan Desa dan
BANDUNG
Peraturan Kepala Desa
Jumlah Dokumen yang
Fasilitasi Administrasi Tata Difasilitasi dalam rangka APBD
| Kec. Kertasari . . E . 2 Dokumen 20,000,000 KAB.
Pemerintahan Desa Administrasi Tata Pemerintahan
BANDUNG
Desa

I Jumlah Dok
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan [;Ji:;s?litasli)dl;:z:ri)annia APBD
Desa dan Pendayagunaan Aset Kec. Kertasari s 2 Dokumen 20,000,000 KAB.

Pengelolaan Keuangan Desa dan
Desa BANDUNG
Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Jumlah Dokumen Fasilitasi APBD
Kepala Desa Kec. Kertasari dalam rangka Pelaksanaan 5 Dokumen 0 KAB.

P Pemilihan Kepala Desa BANDUNG
Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi APBD
Perencanaan Pembangunan Kec. Kertasari Perencanaan Pembangunan 2 Dokumen 35,000,000 KAB.
Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan

BANDUNG
Desa Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, APBD
Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kec. Kertasari | Jumlah laporan pembinaan PKK 0 Laporan 0 KAB.
Kemasyarakatan BANDUNG
Fasilitasi Penyusunan Program Jumlah Peserta Sosialisasi APBD
dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kec. Kertasari Kebiiakan Usaha Kecil Menengah 0 Peserta 0 KAB.
Masyarakat Desa ) s BANDUNG
Jumlah 2 630,017,008
Jumlah 1+2 5,541,280,308




5.1.

5.2.

92

BAB V
PENUTUP

Catatan Penting

Rencana Kerja Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun
2026 merupakan dokumen akhir perencanaan tahunan yang
berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung
Tahun 2025-2029 dengan demikian ada keselarasan antara tema dan
prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kecamatan Kertasari
maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan
bagi Kecamatan Kertasari dalam menjalankan tugas dan fungsi serta
sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2026.

Renja Kecamatan Kertasari dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD. Selain itu,
Renja dapat diubah jika terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil
pengendalian dan evaluasi dan/atau terjadi penyesuaian tujuan dan
sasaran Kecamatan Kertasari beserta target indikatornya sebagaimana

tertuang didalam Renstra Kecamatan Kertasari Tahun 2025-2029.

Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renja Kecamatan Kertasari Tahun 2026 berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029, Renstra Perubahan
Kecamatan Kertasari tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Kertasari
tahun 2025-2029 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2026. Selain itu, penyusunan Renja mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain hal-hal diatas, penyusunan

Renja merupakan salah satu upaya proses penajaman program, kegiatan
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dan pagu indikatif kecamatan kertasari yang ditetapkan pada Peraturan
Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah  Tahun 2026 Yang  Ditetapkan Pada
Tanggal 30 Juni 2025.

Rencana Tindak Lanjut

Renja Kecamatan Kertasari Tahun 2026 merupakan pedoman
untuk proses penganggaran pada tahap Rencana Kinerja dan Anggaran
(RKA) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan program, kegiatan dan sub

kegiatan yang telah direncanakan.

Soreang, Juli 2025

CAMAT KERTASARI

ttd.

HERI MULYADI

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA
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